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Program — Program atau Kegiatan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026

No Nama Program/Kegiatan Penanggungjawabl/ Target Jadwal Sumber Besar
pelaksana Anggaran Anggaran
DINAS PENDIDIKAN
URUSAN PEMERINTAHAN 1.040.204.570.7
BIDANG PENDIDIKAN 18,83
PROGRAM PENUNJANG 654.462.896.73
URUSAN PEMERINTAHAN 3,83
DAERAH PROVINSI
Jan- APBD
1 | Meningkatnya Kinerja Dinas Pendidikan Des TAHUN
Penyelenggaraan Urusan 2026 2026
Pemerintahan bidang Pendidikan
. ; 80.46
e Indeks Profesionalisme
Sumber Daya Manusia
Perangkat Daerah (Indeks) 87
e Indeks Kepuasan 654.462.896.73
Masyarakat (Indeks) 3,83




e Nilai SAKIP Perangkat
Daerah (Predikat)

BB

PROGRAM PENGELOLAAN
PENDIDIKAN

Meningkatnya partisipasi anak usia
sekolah
e Angka Partisipasi Kasar
(APK) SMA/MA/SMK (%)
e Angka Partisipasi Kasar
(APK) SLB (%)
e Angka Partisipasi Murni
(APM) SMA/MA/SMK (%)
e Angka Putus Sekolah
SMA/SMK/SLB (%)
e Rasio peserta didik per
kelas (Rasio)
e Persentase Konten
Pendidikan (%)
e Rata Rata Kemampuan
Literasi Siswa (Nilai)
e Rata Rata Kemampuan
Numerasi Siswa (Nilai)

Dinas Pendidikan

100

100

88.94

0.012

36

25

65.46

61.87

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

384.691.673.98
5,00

PROGRAM PENGEMBANGAN
KURIKULUM

Meningkatnya kualitas kurikulum
Pendidikan

Persentase satuan pendidikan
yang mengembangkan kurikulum
muatan lokal (%)

Dinas Pendidikan

10.42

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

650.000.000,00




PROGRAM PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN

Meningkatnya mutu dan distribusi
pendidik dan tenaga pendidikan

Rasio Guru SMA/SMK terhadap
Murid Sekolah Menengah (Rasio)

Dinas Pendidikan

628.49

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

300.000.000,00

PROGRAM PENGENDALIAN
PERIZINAN PENDIDIKAN

Meningkatnya kualitas dan
distribusi institusi Pendidikan

Persentase SMA/SMK/SLB Swasta
yang Memperoleh 1zin (%)

Dinas Pendidikan

100

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

100.000.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Meningkatnya Kualitas Kinerja
Pemerintahan Urusan Kesehatan
e Nilai SAKIP Perangkat

Daerah (Predikat)

e Indeks Profesionalisme
Sumber Daya Manusia
Perangkat Daerah (Indeks)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

DINAS KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

BB

80

91.60

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

126.195.804.29
6,03

31.940.287.380,
03

31.940.287.380,
03




e Nilai SAKIP Perangkat Rumah Sakit Umum Daerah B
Daerah (Predikat) Raja Ahmad Thabib
e Indeks Kepuasan Rumah Sakit Umum Daerah 91.85
Masyarakat (Indeks) Raja Ahmad Thabib
e Nilai SAKIP Perangkat Rumah Sakit Khusus Jiwa B
Daerah (Predikat) dan Ketergantungan Obat
e Indeks Kepuasan Engku Haji Daud 83
Masyarakat (Indeks) Rumah Sakit Khusus Jiwa
e Indeks Kepuasan dan Ketergantungan Obat
Masyarakat (Indeks) Engku Haji Daud
Uptd Instalasi Farmasi 98.65
Provinsi (IFP)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN
DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Meningkatnya Kualitas Kesehatan
Perorangan dan Masyarakat
e Cakupan Persalinan di
fasilitas pelayanan 93
kesehatan (%) ‘I’Da"' APBD | g4 530.118.798,
: . es TAHUN
e Angka Kematian Bayi (AKB) 2026 2026 00
(per 1000 Kelahiran Hidup) 10
(Angka)
e Prevalensi wasting (berat
badan/tinggi badan) anak 5.9

pada usia kurang dari 5
tahun, berdasarkan tipe.
(Persentase)

e Persentase warga negara
yang terdampak krisis

DINAS KESEHATAN




kesehatan akibat bencana
dan/atau berpotensi
bencana Provinsi yang
mendapatkan layanan
kesehatan (%)

Persentase Pelayanan
Kesehatan Bagi Orang yang
Terdampak dan Berisiko
Pada Situasi KLB Provinsi
(%)

Cakupan penemuan dan
pengobatan kasus
tuberkulosis (treatment
coverage) ((%))

Jumlah infeksi baru HIV per
1.000 penduduk tidak
terinfeksi (Per 1000)
Jumlah kabupaten/ kota
yang mencapai eliminasi
malaria (kabupaten/kota)
Hipertensi dalam
pengendalian (%)

Cakupan imunisasi bayi
lengkap (%)

Persentase Puskesmas
terakreditasi (%)

Rasio daya tampung rumah
sakit rujukan (Per 1000)
Cakupan kepesertaan
jaminan kesehatan nasional
(JKN) ((%))

DINAS KESEHATAN

100

100

55

0.33

15

91

98.90

1.99

98




e Jumlah Kabupaten/Kota
Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM)
(kabupaten/kota)

e Persentase Instalasi farmasi
sesuai standar (skor minimal
80) (%)

e Status Rumah Sakit
Pendidikan RSUD Raja
Ahmad Tabib (Peringkat)

e Status Rumah Sakit
Pendidikan RSJKO Engku
Haji Daud (Peringkat)

e Persentase Instalasi farmasi
sesuai standar (skor minimal
80) (%)

Rumah Sakit Umum Daerah
Raja Ahmad Thabib

Rumah Sakit Khusus Jiwa
dan Ketergantungan Obat
Engku Haji daud

UPTD Instalasi Farmasi
Provinsi (IFP)

89

Utama

Satelit

89

PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN

Meningkatnya Mutu dan Distribusi
Tenaga Kesehatan

e Rasio Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan
Terhadap Populasi (Rasio)

e Persentase Named dan
Nakes RSUD Raja Ahmad
Tabib yang mengikuti Diklat
>20 Jam/Tahun (%)

e Persentase Named dan
Nakes RSJKO Engku Haiji

DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH RAJA AHMAD
THABIB

4.28

85

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

8.034.740.882,0
0




Daud yang mengikuti Diklat
>20 Jam/Tahun (%)

RUMAH SAKIT KHUSU JIWA
DAN KETERGANTUNGAN
OBAT ENGKU HAJI DAUD

60

PROGRAM SEDIAAN FARMASI,
ALAT KESEHATAN DAN
MAKANAN MINUMAN

Meningkatnya Kualitas dan
Distribusi Sedian Farmasi, Alat
Kesehatan dan Makanan Minuman

Persentase sarana distribusi
farmasi cabang yang sesuai
standar (%)

DINAS KESEHATAN

90

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

190.757.236,00

10

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN

Meningkatnya kualitas
pemberdayaan masyarakat bidang
Kesehatan

e Persentase Kab/Kota
dengan Kader Posyandu
Madya minimal 10% (%)

e Persentase Kab/Kota
dengan Kader Posyandu
Madya minimal 10% (%)

DINAS KESEHATAN

UPTD INSTALASI FARMASI
PROVINSI (IFP)

14.29

14.29

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

1.499.900.000,0
0

11

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

309.465.665.96
5,33




PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

1. Terwujudnya Tata Kelola
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan yang transparan
dan akuntabel
e Nilai SAKIP Perangkat

Daerah (Predikat)

e Indeks Profesionalisme
SDM Perangkat Daerah
(Indeks)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

2. Terwujudnya Tata Kelola UPT
Laboratorium Bahan
Konstruksi dan Peralatan
yang transparan dan
akuntabel

e Nilai SAKIP Perangkat
Daerah (Predikat)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

3. Terwujudnya Tata Kelola
UPTD Pengelolaan dan
Pemeliharaan Insfrastruktur

DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN

DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN
PERTAHANAN

DINASPEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN

UPTD LABORATORIUM BAHAN
KONSTRUKSI DAN PERALATAN

UPTD PENGELOLAAN DAN
PEMELIHARAAN

BB

85.38

88.80

BB

88.80

BB

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

309.465.665.96
5,33

4.561.393.965,3
3

1.000.000.000,0
0

350.000.000,00




yang transparan dan

akuntabel

e Nilai SAKIP Perangkat
Daerah (Predikat)

PROGRAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR (SDA)

Meningkatnya perlindungan
masyarakat terhadap banjir dan
meningkatnya akses masyarakat
terhadap irigasi

e Rasio luas kawasan APBD
12 pemukiman rawan banjir yang | DINAS PEKERJAAN UMUM, 0.113 Jan- TAHUN 4'870'030'000’0
terlindungi oleh infrastruktur PENATAAN RUANG DAN Des 2026
pengendalian banjir (%) PERTANAHAN 2026
e Persentase tersedianya air
irigasi untuk pertanian rakyat 24.49
pada sistem irigasi yang sudah
ada (%)
e Persentase tersedianya air
baku untuk memenubhi
kebutuhan penduduk (%) 79.70
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM, Jan- | APBD | 1.100.000.000,0
13 Meningkatnya akses masyarakat PENATAAN RUANG DAN 51.8 Des TAHUN 0
PERTANAHAN 2026 2026

terhadap sistem penyediaan air
minum




Persentase Akses Rumah Tangga
Perkotaan terhadap Air Siap
Minum Perpipaan (%)

DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN

Meningkatnya akses masyarakat DINAS PEKERJAAN UMUM, Jan- APBD
14 terhadap sistem pengelolaan air PENATAAN RUANG DAN Des TAHUN | 300.000.000,00
) PERTANAHAN 2026 2026
limbah
Rumah Tangga dengan Akses 8.92
Sanitasi Aman (%)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
DRAINASE
DINAS PEKERJAAN UMUM, Jan- APBD 1.130.000.000.0
15 | Meningkatnya pelayanan drainase PENATAAN RUANG DAN Des TAHUN U 0 T
perkotaan PERTANAHAN 2026 2026
Persentase Cakupan Drainase 21.43
dalam Kondisi Baik (%)
PROGRAM PENATAAN
BANGUNAN GEDUNG
. : DINAS PEKERJAAN UMUM, Jan- APBD
16 Tg;‘”gfgg”y:r;eargbban - PENATAAN RUANG DAN Des | TAHUN 120'9306800'00
penyelengg 9u PERTANAHAN 2026 2026 ’

gedung untuk kepentingan
Strategis Daerah Provinsi




Persentase Penataan Bangunan
Gedung untuk Kepentingan
Strategis Daerah Provinsi (%)

37.04

17

PROGRAM PENATAAN
BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA

Terwujudnya tertib
penyelenggaraan penataan
bangunan dan lingkungan di

Kawasan Strategis Daerah Provinsi

e Persentase Penataan

Bangunan dan Lingkungan di

Kawasan Strategis Daerah
Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota (%)

e Persentase Penataan

Bangunan dan Lingkungan di

Kawasan Strategis Daerah
Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota (%)

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan

UPTD PENGELOLAAN DAN
PEMELIHARAAN
INFRASTRUKTUR

27.27

100

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

57.500.000.000,
00

18

PROGRAM
PENYELENGGARAAN JALAN

Meningkatnya aksesibiltas
masyarakat yang nyaman dan
aman

° Persentase Jalan Kondisi
Mantap (%)

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan

UPTD PENGELOLAAN DAN
PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

82.18

7.4

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

117.654.272.00
0,00




° Persentase Jalan Kondisi
Mantap (%)

19

PROGRAM PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI

Meningkatnya pembinaan SDM
untuk pemenuhan kebutuhan SDM
bidang konstruksi yang kompeten
dan professional

Rasio tenaga kerja konstruksi yang
terlatih di wilayah provinsi yang
dibuktikan dengan sertifikat
pelatihan ahli (%)

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

700.000.000,00

20

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG

Terwujudnya ruang wilayah yang
aman, nyaman, produktif, dan
berkelanjutan melalui pelaksanaan
perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang

Persentase Kinerja
Penyelenggaraan Penataan Ruang
(%)

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan

70

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

700.000.000,00

21

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

130.801.770.83
0,15




PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Meningkatnya Kualitas Kinerja
Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman

e Nilai SAKIP Perangkat Daerah
(Predikat)

e Indeks Profesionalisme Sumber
Daya Manusia Perangkat
Daerah (Indeks)

e Indeks Kepuasan Masyarakat
(Indeks)

79.50

85.00

17.073.625.999,
82

17.073.625.999,
82

22

PROGRAM PENGEMBANGAN
PERUMAHAN

Terpenuhinya rumah layak huni
bagi warga negara korban bencana
dan yang terkena relokasi akibat
program pemerintah

e Persentase warga negara
korban bencana yang
memperoleh rumah layak huni
(%)

e Persentase warga negara
yang terkena relokasi akibat
program Pemerintah Daerah
Provinsi yang memperoleh

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan

100

100

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

220.000.000,00




fasilitasi penyediaan rumah
yang layak huni (%)

PROGRAM KAWASAN
PERMUKIMAN

Meningkatnya kualitas kawasan
permukiman

Dinas Pekerjaan Umum, Jan- APBD
23 . Penataan Ruang dan Des TAHUN 12.915.459.116,
e Persentasi Luas kawasan 07
n Pertanahan 5.50 2026 2026
kumuh 10 &€" 15 Ha yang
ditangani (%)
e Jumlah Rumah Layak Huni 100
Yang Di Bangun (Unit)
PROGRAM PENINGKATAN
PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS UMUM (PSU)
. . Dinas Pekerjaan Umum, Jan- APBD
24 I\Pn:::::ﬁ(li(r?]t:xa Penyediaan PSU Penataan Ruang dan 53.25 Des TAHUN 100'5220'885'71
Pertanahan 2026 2026 ’
e Persentase satuan
perumahan yang sudah
dilengkapi PSU (%)
URUSAN PEMERINTAHAN 26.687.773.602,
BIDANG KETENTERAMAN DAN 14
KETERTIBAN UMUM SERTA Jan- APBD
PERLINDUNGAN MASYARAKAT 23.929.723.602,
25 Des TAHUN 14
2026 2026

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI




Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja Satpol PP dan

Penanggulangan Kebakaran

Provinsi Kepulauan Riau

e Nilai SAKIP Perangkat
Daerah (Predikat)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

e Indeks Profesionalisme
Sumber Daya Manusia
Perangkat Daerah (Indeks)

2. Meningkatnya
Penyelenggaraan Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

e Nilai SAKIP Perangkat
Daerah (Predikat)

e Indeks Profesionalisme
Sumber Daya Manusia
Perangkat Daerah (Indeks)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Penanggulangan
Kebakaran

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

BB

84.71

79.19

BB

88

88.00

23.929.723.602,
14

26

PROGRAM PENINGKATAN
KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

Meningkatnya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum serta Pelindungan
Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Penanggulangan
Kebakaran

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

2.174.050.000,0
0




Persentase gangguan
Trantibum yang dapat
diselesaikan (%)
Persentase anggota
Satlinmas yang telah
ditingkatkan kapasitasnya
(%)

Persentase SDM aparatur
satpol PP yang ditingkatkan
kompetensinya (%)
Persentase perda dan/atau
perkada yang ditegakkan
(%)

Proporsi Penduduk yang
Merasa Aman Berjalan
Sendirian di Area Tempat
Tinggalnya ((%))

100

2.7

71.36

100

74.36

27

PROGRAM PENANGGULANGAN

BENCANA

Meningkatnya Kualitas Layanan
Pencegahan, Kesiapsiagaan,
Tanggap Darurat dan saat Pasca
Bencana

Indeks Pencegahan
Bencana (Indeks)
Indeks Perkuatan
Kesiapsiagaan dan
Penanganan Darurat
Bencana (Indeks)

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

2.72

0.29

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

2.000.000.000,0
0




e Indeks Pengembangan
Sistem Pemulihan Bencana
(Indeks)

0.55

28

PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN

Meningkatnya Pencegahan
kebakaran

Cakupan Penyebaran Informasi
dan Edukasi Rawan Kebakaran
(Persentase)

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Penanggulangan
Kebakaran

28.57

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

584.000.000,00

29

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG SOSIAL

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Meningkatnya kualitas pelayanan
penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang social

e Nilai SAKIP Perangkat Daerah
(Predikat)

e Indeks Profesionalisme
Sumber Daya Manusia
Perangkat Daerah (Indeks)

Dinas Sosial

BB

83.30

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

17.463.926.426,
90

13.890.770.426,
90

13.890.770.426,
90




Meningkatnya kualitas pelayanan
penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang social

433.996.000,00

Indeks Kepuasan Masyarakat UPTD SOSIAL 83.43
(Indeks)
PROGRAM PEMBERDAYAAN
SOSIAL
Meningkatnya pemberdayaan
social
e Persentase SDM
Kesejahteraan Sosial yang
Meningkat Kompetensinya 1.57
dalam Pelayanan Sosial (%) ) Jan- APBD
30 | ¢ Persentase Lembaga di Bidang Des TAHUN | 368.532.000,00
Kesejahteraan Sosial yang 238 2026 2026
Meningkat Kualitasnya dalam '
Pelayanan Sosial (%) Dinas Sosial
e Persentase Orang yang
Mengikuti dan Mendapatkan
Pengenalan, Penanaman, dan
Penghayatan Nilai Nilai 100
Kepahlawanan, Keperintisan,
Kesetiakawanan dan Restorasi
Sosial (%)
PROGRAM REHABILITASI
SOSIAL Jan-
31 Des
Meningkatnya rehabilitasi social 2026




Persentase penyandang
disabilitas terlantar yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya
di dalam panti (%)
Persentase Anak Terlantar
yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya di dalam panti (%)
Persentase lanjut usia
terlantar yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di dalam
panti (%)

Persentase Gelandangan dan
Pengemis yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di dalam
panti (%)

Persentase Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS) lainnya di luar
HIV/ AIDS dan NAPZA yang
Terpenuhi Kebutuhan
Dasarnya (%)

Meningkatnya Rehabilitasi Sosial

Persentase Anak Terlantar
yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya di dalam panti (%)

Persentase Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS) lainnya di luar

DINAS SOSIAL

DINAS SOSIAL

DINAS SOSIAL

DINAS SOSIAL

DINAS SOSIAL

UPTD Sosial

UPTD Sosial

100

100

651.192.000,00

861.498.000,00




HIV/ AIDS dan NAPZA yang
Terpenuhi Kebutuhan
Dasarnya (%)

32

PROGRAM PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL

Meningkatnya perlindungan dan
jaminan social

e Persentase Penerima Manfaat
yang Terpenuhi Kebutuhan
Dasar (%)

e Persentase Daerah yang
Melaksanakan Pengelolaan
dan Pendataan Fakir Miskin
(%)

e Persentase Penerima Manfaat
yang Meningkat Kemandirian
Ekonomi (%)

DINAS SOSIAL

0.40

100

0.01

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

1.173.032.000,0
0

33

PROGRAM PENANGANAN
BENCANA

Meningkatnya perlindungan sosial
korban bencana

Persentase Korban Bencana Alam,
Sosial dan/atau Non Alam yang
Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada
Saat dan Setelah Tanggap Darurat
Bencana (%)

DINAS SOSIAL

100

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

1.365.400.000,0
0

34

PROGRAM PENGELOLAAN
TAMAN MAKAM PAHLAWAN




Meningkatnya tata kelola Taman
Makam Pahlawan

Persentase Taman Makam
Pahlawan Nasional yang terkelola
dengan baik (%)

DINAS SOSIAL

11.11

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

15.000.000,00

35

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG TENAGA KERJA

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Meningkatnya Urusan
Pemerintahan Bidang Tenaga
Kerja dan Transmigrasi

e Nilai SAKIP Perangkat Daerah
(Predikat)

e Indeks Profesionalitas ASN
Perangkat Daerah (Indeks)

e ndeks Kepuasan Masyarakat
(Indeks)

e Indeks Kepuasan Masyarakat
(Indeks)

e Indeks Kepuasan Masyarakat
(Indeks)

e Indeks Kepuasan Masyarakat
(Indeks)

Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi

BB

79.19

86.45

86.47

86.45

86.45

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

38.272.648.903,
43

31.177.904.872,
43

31.177.904.872,
43




PROGRAM PERENCANAAN
TENAGA KERJA

Terkelolanya informasi tenaga

APBD

36 | kerja Dinas Tenaga_ Kerj_a Dan 50 Jan- TAHUN 90.000.000,00
Transmigrasi Des 2026
Persentase dokumen perencanaan 2026
ketenagakerjaan (RTKD) yang
berkualitas (%)
PROGRAM PELATIHAN KERJA
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA
KERJA
Meningkatnya Produktivitas
Tenaga Kerja
Jan- APBD
37 . Des TAHUN 4.874.744.000,0
e Besaran tenaga kerja yang 0
. , 2026 2026
mendapatkan pelatihan berbasis . .
o Dinas Tenaga Kerja Dan 71.79
kompetensi (%) T . .
ransmigrasi
o KEPULAUAN RIAU 71.79
kompetensi (%)
PROGRAM PENEMPATAN
TENAGA KERJA
, . . Jan- APBD
38 lI:/Ieer.r;ngkatnya penempatan tenaga DlnasTTr:::gla; Iﬁ:;jia Dan Des TAHUN 510.000.031,00
] 9 2026 2026
79.45

e Persentase Pencari kerja
terdaftar yang ditempatkan (%)

73.96




e Persentase Pekerja Lulusan
Pendidikan Menengah dan
Tinggi yang Bekerja di Bidang
Keahlian Menengah Tinggi
((%))

e Persentase Penyandang
Disabilitas Bekerja di Sektor
Formal ((%))

47.95

39

PROGRAM HUBUNGAN
INDUSTRIAL

Meningkatanya pekerja Provinsi
Kepri yang terlindungi

Persentase Perusahaan yang
menerapkan tata kelola kerja yang
layak (%)

Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi

54

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

1.040.000.000,0
0

40

PROGRAM PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN

Terlindunginya hak-hak pekerja

e Cakupan Kepesertaan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan ((%))

e Persentase
kasusnketenagakerjaan yang
tertangani (%)

e Persentase Perusahaan Yang
Menerapkan Sistem
Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (%)

Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi

52.28

77.50

15.80

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

380.000.000,0




e Persentase

UPTD Pengawasan

kasusnketenagakerjaan yang Ketenagakerjaan Kota 77.50 405.000.000,00
tertangani (%) Batam
e Persentase Kepesertaan BPJS 52.28
Ketenagakerjaan (%) UPTD Pengawasan
e Persentase Perusahaan Yang Ketenagakerjaan Kota
Menerapkan Sistem Batam 15.80
Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (%) UPTD Pengawasan
e Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota 52.28
Ketenagakerjaan (%) Batam
e Persentase
kasusnketenagakerjaan yang UPTD Pengawasan 77.50
tertangani (%) Ketenagakerjaan Kabupaten 140.000.000,00
e Persentase Perusahaan Yang Karimun
Menerapkan Sistem UPTD Pengawasan
Manajemen Keselamatan dan Ketenagakerjaan Kabupaten | 15.80
Kesehatan Kerja (%) Karimun
UPTD Pengawasan
Ketenagakerjaan Kabupaten
Karimun
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN 22734 010217,
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Jan- APBD 19.66961)47.635,
41 | PROGRAM PENUNJANG Des TAHUN
URUSAN PEMERINTAHAN 2026 2026

DAERAH PROVINSI

Meningkatnya Akuntabilitas,
Kualitas, Efektivitas Kinerja dan

Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan




Pelayanan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi
Kepulauan Riau

e Indeks Profesionalisme SDM
Perangkat Daerah (Indeks)

e Nilai SAKIP Perangkat Daerah
(Predikat)

e Indeks Kepuasan Masyarakat
(Indeks)

Meningkatnya Akuntabilitas,
Kualitas, Efektivitas Kinerja dan
Pelayanan UPTD PPA Dinas
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Kepulauan
Riau

e Indeks Kepuasan Masyarakat
(Indeks)

Anak dan Keluarga
Berencana

UPT PUSAT PELAYANAN
TERPADU PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

7715

BB

76.80

93.25

19.669.447.635,
60

458.000.000,00

42

PROGRAM
PENGARUSUTAMAAN GENDER
DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

Meningkatnya Kualitas dan
Efektivitas Penyelenggaraan PUG

Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

2.104.556.581,0
0




dan Peran Perempuan Dalam
Pembangunan

e Persentase ARG (Anggaran
Responsif Gender) pada
belanja langsung APBD (%)

e Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK) Perempuan (%)

Anak dan Keluarga
Berencana

13.03

54.48

43

PROGRAM PERLINDUNGAN
PEREMPUAN

1. Menurunnya Kekerasan
Terhadap Perempuan

e Rasio kekerasan terhadap
perempuan, termasuk TPPO
(per 100.000 penduduk
perempuan) (%)

2. Menurunnya Kekerasan
Terhadap Perempuan

e Persentase Perempuan
Korban Kekerasan dan
TPPO yang Mendapatkan
Layanan Komprehensif (%)

Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga
Berencana

UPT PUSAT PELAYANAN
TERPADU PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

43.33

96

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

250.750.000,00

222.576.806,00

44

PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS KELUARGA

Meningkatnya Kualitas Keluarga
Dalam Mendukung Kesetaraan
Gender, Pemenuhan Hak, Serta

Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

292.020.195,00




Perlindungan Perempuan dan Anak dan Keluarga 72.44
Anak Berencana
Indeks Pembangunan Kualitas
Keluarga™®) ((%))
PROGRAM PENGELOLAAN
SISTEM DATA GENDER DAN
ANAK Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Jan- APBD
45 | Meningkatnya Pemanfaatan Data Anak dan Keluarga 55.81 Des TAHUN 20.000.000,00
Gender dan Anak Berencana 2026 2026
Tingkat Pemanfaatan Data Gender
dan Anak Dalam Perencanaan (%)
PROGRAM PEMENUHAN HAK
ANAK (PHA)
Dinas Pemberdayaan
Terjaminnya Pemenuhan Hak Perempuan, Perlindungan Jan- APBD
46 | Semua Anak Secara Komprehensif Anak dan Keluarga 85.71 Des TAHUN 152.465.806,00
Berencana 2026 2026
Persentase Kabupaten/Kota yang
mendapatkan Peringkat dalam KLA
(Persentase)
PROGRAM
PERLINDUNGAN KHUSUS
ANAK
Dinas Pemberdayaan Jan- APBD
47 | 1. Meningkatnya Pencegahan dan Perempuan, Perlindungan Des TAHUN
Penanganan Tindak Kekerasan, Anak dan Keluarga 5.91 2026 2026

Eksploitasi, Penelantaran,
Perkawinan dan Perlakuan
Salah Lainnya Terhadap Anak

Berencana

244.770.000,00




e Rasio Kekerasan Anak
(Rasio)

2. Meningkatnya Pencegahan dan
Penanganan Tindak Kekerasan,
Eksploitasi, Penelantaran,
Perkawinan dan Perlakuan
Salah Lainnya Terhadap Anak
e Persentase anak korban

kekerasan yang
mendapatkan layanan
komprehensif (%)

UPT PUSAT PELAYANAN
TERPADU PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

96

140.111.000,00

48

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik (good
governance) dengan prinsip-prinsip
transparansi, akuntabilitas

e Indeks Profesionalisme
SDM Perangkat Daerah
(Indeks)

e Nilai SAKIP Perangkat
Daerah (Predikat)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Kesehatan
Hewan

83.19

85

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

24.210.376.421,
65

49

PROGRAM PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI DAN
KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Kesehatan
Hewan

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

2.768.403.602,0
0




Meningkatnya diversifikasi dan
ketahanan pangan masvarakat

90.1

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Konsumsi (%)

PROGRAM PENANGANAN

KERAWANAN PANGAN

Meningkatnya Penanganan Dinas Ketahanan Pangan, Jan- APBD
50 Kerawanan Pangan Pertanian dan Kesehatan a%0210 Des TAHUN 307.398.375,00

Hewan 2026 2026

Persentase Daerah Rentan Rawan

Pangan (%)

PROGRAM PENGAWASAN

KEAMANAN PANGAN

Meningkatnya Pengawasan Mutu Dinas Ketahanan Pangan, Jan- APBD
51 | dan Keamanan Pangan Pertanian dan Kesehatan 84 Des TAHUN | 490.000.000,00

Hewan 2026 2026

Persentase Pangan Segar yang

Memenuhi Persyaratan dan Mutu

Keamanan Pangan (Persentase)

URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG PERTANAHAN

PROGRAM PENGADAAN Jan- APBD 1.100.000.000.0
52 | TANAH UNTUK KEPENTINGAN Dinas Pekerjaan Umum, 45 Des TAHUN T 0 U

UMUM Penataan Ruang dan 2026 2026

Terwujudnya pengadaan lahan
untuk kepentingan umum

Pertanahan




Persentase luas lahan yang di
bebaskan untuk kepentingan
umum (%)

UPTD LABORATORIUM
BAHAN KONSTRUKSI DAN
PERALATAN

53

PROGRAM REDISTRIBUSI
TANAH DAN GANTI KERUGIAN
TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM
DAN TANAH ABSENTEE

Terwujudnya Penyelesaian
Masalah Ganti Kerugian dan
Santunan Tanah untuk
Pembangunan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi

Persentase Fasilitasi Redistribusi
Tanah Reforma Agraria Provinsi
Kepulauan riau (%)

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

0,00

54

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

1. Meningkatnya Urusan
Pemerintahan Bidang
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

BB

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

36.888.058.506,
66

35.066.058.506,
66

35.066.058.506,
66




e Nilai SAKIP Perangkat
Daerah (Predikat)

e Indeks Profesionalisme
Sumber Daya Manusia
Perangkat Daerah
(Indeks)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

2. Meningkatnya Urusan
Pemerintahan Bidang
Lingkungan Hidup

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

UPTD Laboratorium
Lingkungan Hidup

80.43

84.44

84.45

211.438.978,00

55

PROGRAM PERENCANAAN
LINGKUNGAN HIDUP

Meningkatnya Efektivitas Kajian
Lingkungan untuk Memitigasi
Dampak KRP

Persentase ketersediaan
perencanaan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup (%)

Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

100

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

85.000.000,00

56

PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP

Menurunnya Pecemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

5.03

53.33

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

220.000.000,00




e Penurunan intensitas emisi
GRK ((%))

e Persentase Lokasi Air Baku
yang di Analisa (%)

PROGRAM PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI
(KEHATI)

Meningkatnya Kualitas APBD
57 | Pengelolaan TAHUN
Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup Jan- 2026
dan Kehutanan 0.505 Des
Indeks Pengelolaan 2026 50.000.000,00
Keanekaragaman Hayati Daerah
(%))
PROGRAM PENGENDALIAN
BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3) DAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)
Dinas Lingkungan Hidup Jan- APBD
58 | Meningkatnya Penanganan Bahan dan Kehutanan 53.57 Des TAHUN | 100.000.000,00
Berbahaya dan beracun (B3) 2026 2026
Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (limbah B3)
Persentase pengawasan terhadap
izin pengelolaan limbah B3 (%)
PROGRAM PEMBINAAN DAN Dinas Lingkungan Hidup Jan- APBD
59 | PENGAWASAN TERHADAP IZIN dan Kehutanan 32.93 Des TAHUN 120.000.000,00
LINGKUNGAN DAN IZIN 2026 2026




PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)

Meningkatnya Kepatuhan Usaha
dan atau kegiatan terhadap
persetujuan lingkungan yang
diterbitkan

Persentase kepatuhan terhadap
rekomendasi Lingkungan kepada
unit usaha (%)

PROGRAM PENINGKATAN
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN
PENYULUHAN LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Meningkatnya Kapasitas Sumber APBD
60 | Daya Manusia Bidang Lingkungan TAHUN 70.000.000,00
Hidup 2026
Persentase Lembaga/Kelompok Dinas Lingkungan Hidup 6.64 ‘Il)an-
. , es
Masyarakat yang Meningkat dan Kehutanan 2026
Kapasitasnya Bidang Lingkungan
Hidup (%)
PROGRAM PENGHARGAAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
MASYARAKAT Dinas Lingkungan Hidup Jan- APBD
61 dan Kehutanan 59,57 Des TAHUN 52.000.000,00
Meningkatnya Kinerja Pemangku 2026 2026

Kepentingan dalam Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan hidup




Persentase Lembaga Masyarakat
atau Dunia Usaha Yang dinilai
kinerjanya dalam Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)

62

PROGRAM PENANGANAN
PENGADUAN LINGKUNGAN
HIDUP

Meningkatnya Penyelesaian
Sengketa/Kasus Tindak Pidana
Lingkungan Hidup

Persentase Penyelesaian
Sengketa Lingkungan Hidup (%)

Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

12,20

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

115.000.000,00

63

PROGRAM PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

Meningkatnya tata Kelola
Persampahan

e Persentase Timbulan
Sampah Terolah di Fasilitas
Pengolahan Sampah (%))
(%)

e Persentase Proporsi Rumah
Tangga (RT) dengan
Layanan Penuh
Pengumpulan Sampah
(% RT) (%)

Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

15.90

85.75

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

950.000.000,00




URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENDAFTARAN
PENDUDUK

Dinas Pemberdayaan

370.000.000,00

165.000.000,00

. : Masyarakat dan Desa Jan- APBD
64 | Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan ’ Des TAHUN
Pendaftaran Kependudukan P . . 2026 2026
Pencatatan Sipil
e Persentase kepemilikan 165.000.000,00
Kartu 99.77
Identitas Anak (KIA) (%)
e Persentase Kepemilikan 63
KTP-el (%)
[}
PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Meningkatnya Kualitas Layanan
Pencatatan Sipil
e Persentase Akta Kematian I\[I:Ianse;/sa;ekr:tb:;ﬂag::: Jan- APBD
65 yang Diterbitkan Bagi Yang Kependudukan dan ’ 100 Des TAHUN 100.000.000,00
Melaporkan (%) 2026 2026

e Persentase Akta Kelahiran
Yang Diterbitkan Bagi Yang
Melaporkan (%)

Pencatatan Sipil




PROGRAM PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Dinas Pemberdayaan

Meningkatnya Pemanfaatan Masyarakat dan Desa Jan- APBD
66 : ’ 38.64 Des TAHUN 100.000.000,00
Informasi Kependudukan Kependudukan dan 2026 2026
Pencatatan Sipil
Persentase Pemanfaatan Data
Kependudukan oleh Perangkat
Daerah Provinsi (%)
PROGRAM PENGELOLAAN
PROFIL KEPENDUDUKAN
Meningkatnya Kualitas Profil Ialansaz;i?tbg;ﬂag::;l Jan- APBD
67 | Kependudukan K y ’ 100 Des TAHUN 10.000.000,00
ependudukan dan
N Pencatatan Sipil 2026 2026
Persentase Penyajian Data
Kependudukan Skala Provinsi
dalam Satu Tahun (%)
URUSAN PEMERINTAHAN 16.258.957.340,
BIDANG PEMBERDAYAAN 87
MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PENUNJANG Dinas Pemberdayaan Jan- 13.448.322.340,
68 URUSAN PEMERINTAHAN Masyarakat dan Desa, Des APBD 87
DAERAH PROVINSI Kependudukan dan 2026 TAHUN
Pencatatan Sipil 2026
Meningkatnya Kualitas Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah 88.95

Provinsi

90




e Indeks Kepuasan

13.448.322.340,

Masyarakat (Indeks) BB 87
e Indeks Profesionalisme
SDM Perangkat Daerah
(Indeks)
e Nilai SAKIP Perangkat
Daerah (Predikat)
PROGRAM PENATAAN DESA
Meningkatnya Kualitas Penataan Dinas Pemberdayaan
Desa ) ’ Masyarakat dan Igesa Jan- APBD
69 ’ 15 Des TAHUN 65.000.000,00
Kependudukan dan 2026 2026
Jumlah Desa yang telah ditata Pencatatan Sipil
kelembagaan Desanya sesuai
standar (Desa)
PROGRAM PENINGKATAN
KERJA SAMA DESA
, - , Dinas Pemberdayaan Jan- APBD
70 | Veningkainya Elektivitas Kerja Masyarakat dan Desa, Des | TAHUN | 133.500.000,00
Kependudukan dan 2026 2026
Persentase Desa Yang Difasilitasi Pencatatan Sipil 47.39
Kerjasamanya (%)
PROGRAM PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN,
hi“g?ﬁgﬁl? B.I'.o‘ :I- DAN Dinas Pemberdayaan
UKUM ADAT Masyarakat dan Desa, Jan- APBD 2.400.635.000,0
A Kependudukan dan 11,14 Des TAHUN 0
Meningkatnya Kapasitas Lembaga 2026 2026

Kemasyarakatan, Lembaga Adat
dan Masyarakat Hukum Adat
Dalam Pembangunan

Pencatatan Sipil




Pesentase Lembaga
Kemasyarakatan Desa (RT,RW,
PKK, Posyandu, LPM, Karang
Taruna) Yang Sudah Dibina (%)

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

PROGRAM PENGENDALIAN
PENDUDUK

817.465.806,00

50.000.000,00

. Jan-
Dinas Pemberdayaan Des APBD
Terkendalinya Pertambahan Perempuan, Perlindungan
72 2026 TAHUN
Jumlah Penduduk Anak dan Keluarga 2026
Berencana
e Indeks Pembangunan
Berwawasan Kependudukan
(IPBK) (Indeks) 69.50
e Angka Kelahiran Remaja )
Umur 15-19 Tahun (Age 50.000.000,00
Specific Fertility Rate/ASFR)
15-19) (%) 10.50
PROGRAM PEMBINAAN
KELUARGA BERENCANA (KB)
Dinas Pemberdayaan
Meningkatnya Pemberdayaan dan Perempuan, Perlindungan Jan- APBD 160.000.000,00
73 Des TAHUN
Peran Serta Masyarakat Dalam Anak dan Keluarga 2026 2026

Pembinaan Keluarga Berencana
(KB)

Berencana




e Persentase kebutuhan ber-
KB yang tidak terpenuhi
(unmet need) (%)

e Proporsi Kebutuhan KB
yang terpenuhi menurut
alat/cara KB Modern (%)

e Persentase pemakaian
kontrasepsi Modern (Modern
Contraceptive Prevalence
Rate/mCPR) (%)

11.25

82.69

58.40

74

PROGRAM PEMBERDAYAAN
DAN PENINGKATAN KELUARGA
SEJAHTERA (KS)

Meningkatnya Pemberdayaan dan
Peran Serta Masyarakat Dalam
Mewujudkan Keluarga Sejahtera
(KS)

e |ndeks Pembangunan
Keluarga (IBangga) (Indeks)

e Persentase Kampung
Keluarga Berkualitas yang
Mandiri (Persentase)

Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga
Berencana

68

34.61

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

607.465.806,00

75

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERHUBUNGAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Dinas Perhubungan

UPT Penyelenggaraan
Pelabuhan Wilayah | Kota
Batam

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

37.539.267.478,
08

20.764.267.478,
08




Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Bidang

UPT Penyelenggaraan
Pelabuhan Wilayah Il

Perhubungan Kabupaten Karimun BB
e Nilai SAKIP Perangkat UPT Penyelenggaraan 81.50
Daerah (Predikat) Pelabuhan Wilayah Ill Kota
e Indeks Profesionalisme Tanjungpinang dan
SDM Perangkat Daerah Kabupaten Bintan 79.53
(Indeks)
e Indeks Kepuasan UPT Penyelenggaraan
Masyarakat (Indeks) Pelabuhan Wilayah IV 79.53
e Indeks Kepuasan Kabupaten Natuna dan
Masyarakat (Indeks) Kabupaten Kepualauan 50.000.000,00
e Indeks Kepuasan Anambas 79.53
Masyarakat (Indeks)
e Indeks Kepuasan UPT Penyelenggaraan 79.53
Masyarakat (Indeks) Pelabuhan Wilayah V
e Indeks Kepuasan Kabupaten Lingga 79.53
Masyarakat (Indeks)
e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)
PROGRAM PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN (LLAJ)
76 Meningkatnlya kualitas layanan Dinas Perhubungan 62.84 ‘IJ)aens- T':i-lBU[:\l 750.000.000,00
transportasi darat 2026 2026

Persentase Peningkatan
Ketersedian Perlengkapan Jalan
(%)




77

PROGRAM PENGELOLAAN
PELAYARAN

Meningkatnya kualitas layanan
transportasi laut

Persentase Peningkatan
Layanan Angkutan Sungan,
Danau, dan Penyeberangan
(%)

Persentase Peningkatan
Layanan Angkutan Laut (%)
Persentase Peningkatan
Layanan Angkutan Sungan,
Danau, dan Penyeberangan
(%)

Persentase Peningkatan
Layanan Angkutan Laut (%)
Persentase Peningkatan
Layanan Angkutan Sungan,
Danau, dan Penyeberangan
(%)

Persentase Peningkatan
Layanan Angkutan Laut (%)
Persentase Peningkatan
Layanan Angkutan Sungan,
Danau, dan Penyeberangan
(%)

Persentase Peningkatan
Layanan Angkutan Laut (%)
Persentase Peningkatan
Layanan Angkutan Sungan,

Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan

UPT Penyelenggaraan
Pelabuhan Wilayah | Kota
Batam

UPT Penyelenggaraan
Pelabuhan Wilayah | Kota
Batam

UPT Penyelenggaraan
Pelabuhan Wilayah Il
Kabupaten Karimun

UPT Penyelenggaraan
Pelabuhan Wilayah Il
Kabupaten Karimun

UPT Penyelenggaraan
Pelabuhan Wilayah Ill Kota
Tanjungpinang dan
Kabupaten Bintan

UPT Penyelenggaraan
Pelabuhan Wilayah lll Kota
Tanjungpinang dan
Kabupaten Bintan

UPT Penyelenggaraan
Pelabuhan Wilayah IV

52.50

84.62

52.50

84.62

52,50

84.62

52.50

84.62

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

16.025.000.000,
00

40.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00




Danau, dan Penyeberangan
(%)

Persentase Peningkatan
Layanan Angkutan Laut (%)

Kabupaten Natuna dan
Kabupaten Kepualauan
Anambas

52.50

Persentase Peningkatan UPT Penyelenggaraan 84.62
Layanan Angkutan Sungan, Pelabuhan Wilayah IV
Danau, dan Penyeberangan Kabupaten Natuna dan
(%) Kabupaten Kepualauan 52.50
e Persentase Peningkatan Anambas 50.000.000,00
Layanan Angkutan Laut (%)
UPT Penyelenggaraan 84.62
Pelabuhan Wilayah V
Kabupaten Lingga
UPT Penyelenggaraan
Pelabuhan Wilayah V
Kabupaten Lingga
URUSAN PEMERINTAHAN 31'74763687'753’
BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
PROGRAM PENUNJANG 19'961'267'243’
URUSAN PEMERINTAHAN Jan- APBD
78 DAERAH PROVINSI Des TAHUN
Meningkatnya Capaian Indikator 2026 2026
Kinerja Pemerintah Urusan Di o
oo . inas Komunikasi dan
Komunikasi dan Informatika, I .
_ nformatika
urusan Statistik dan urusan BB

Persandian

76

19.961.267.243,
6




e Nilai SAKIP Perangkat
Daerah (Predikat)

e Indeks Profesionalisme
SDM Perangkat Daerah
(Indeks)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

82

79

PROGRAM PENGELOLAAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUBLIK

Meningkatnya jangkauan dan
kualitas komunikasi publik
pemerintah daerah

e |Indeks Komunikasi
Pembangunan dan
Informasi Publik (Indeks)

e Nilai Keterbukaan informasi
Publik (Nilai)

Dinas Komunikasi dan
Informatika

72

70

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

5.474.140.000,0
0

80

PROGRAM PENGELOLAAN
APLIKASI INFORMATIKA

Meningkatnya kualitas
pengelolaan aplikasi
informatika

Indeks Pembangunan Teknologi,
Informasi, dan Komunikasi (Indeks)

Dinas Komunikasi dan
Informatika

6,85

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

5.474.140.000,0
0

81

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOPERASI, USAHA
KECIL, DAN MENENGAH

Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

48.435.423.164,
12




PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Meningkatnya kualitas pelayanan
penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang koperasi dan
UKM

e Nilai SAKIP Perangkat
Daerah (Predikat)

e Indeks Profesionalisme
SDM Perangkat Daerah
(Indeks)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

BB

81.26

83.32

15.095.849.430,
00

15.095.849.430,
00

82

PROGRAM PELAYANAN IZIN
USAHA SIMPAN PINJAM

Meningkatnya Kualitas Layanan
Izin Usaha Simpan Pinjam

Persentase Fasilitasi Penerbitan
Izin Usaha Simpan Pinjam (%)

Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

18.88

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

220.000.000,00

83

PROGRAM PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN KOPERASI

Meningkatnya Pembinaan dan
Pengawasan Koperasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

5,82

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

525.000.000,00




Persentase Koperasi yang Diawasi
(%)

PROGRAM PENILAIAN
KESEHATAN KSP/USP

KOPERASI
. o Dinas Koperasi, Usaha Kecil Jan- APBD
84 | Meningkatnya Kinerja Pengelolaan dan Men,engah 9.16 Des TAHUN 250.000.000,00
Koperasi 2026 2026
Persentase KSP/UPS yang Dinilai
Kesehatannya (%)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN
LATIHAN PERKOPERASIAN
. , . . . Jan- APBD
85 | moningkatnya Kualitas SDM Dinas Koperast, Usana Kecll | 30.50 Des | TAHUN | 510.000.000,00
P g 2026 2026
Persentase Koperasi yang
Mengikuti Pelatihan (%)
PROGRAM PEMBERDAYAAN
DAN PERLINDUNGAN
KOPERASI
Meningkatnya Produktivitas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Jan- | APBD | 7 430.000.000,0
86 Koperasi dan Menengah 39.89 Des TAHUN 2
2026 2026
Persentase Koperasi yang
Mendapat Dukungan
Pemberdayaan (%)
. . . Jan- APBD
87 PROGRAM Pemberdayaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Des TAHUN 15.291.689.209,
USAHA MENENGAH, USAHA dan Menengah 2026 2026 10




KECIL, DAN USAHA MIKRO
(UMKM)

Meningkatnya Produktivitas UMKM

e Rasio Kewirausahaan
Daerah (%)

e Proporsi Jumlah Usaha
Kecil dan Menengah (UKM)
Non Pertanian (%)

3.60

15.15

88

PROGRAM PENGEMBANGAN
UMKM

Meningkatnya Daya Saing UMKM

Persentase UMKM yang
dikembangkan (%)

Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

35,19

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

9.112.884.525,0
0

89

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENANAMAN MODAL

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Meningkatnya akuntabilitas kinerja
DPMPTSP

e Nilai SAKIP Perangkat
Daerah (Predikat)

e Indeks Profesionalisme
SDM Perangkat Daerah
(Indeks)

Dinas Penanaman Modal
dan PTSP

BB

86.36

4.00

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

17.509.415.709,
28

15.459.415.709,
28

15.459.415.709,
28




e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

PROGRAM PENGEMBANGAN
IKLIM PENANAMAN MODAL

Meningkatnya kemudahan Dinas Penanaman Modal Jan- APBD
90 | berinvestasi dan PTSP 16 Des TAHUN | 530.000.000,00
2026 2026
Persentase Pelaksanaan Kegiatan
Penyusunan Kebijakan Pemberian
Insentif Penanaman Modal (%)
PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL
Meningkatnya Jangkauan Promosi Dinas Penanaman Modal Jan- APBD
91 | Penanaman Modal dan PTSP 16 Des TAHUN | 250.000.000,00
2026 2026
Persentase Pelaksanaan Kegiatan
Promosi yang dilaksanakan/diikuti
(%)
PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL
Meningkatnya Perizinan berusaha Dinas Penanaman Modal Jan- APBD
92 | Berbasis Risiko dan PTSP 16 Des TAHUN | 820.000.000,00
2026 2026
Persentase Terlaksananya
Kegiatan Pelayanan Perizinan
Berusaha Sesuai SOP (%)
PROGRAM PENGENDALIAN Jan- APBD
93 | PELAKSANAAN PENANAMAN Des TAHUN 330.000.000,0
MODAL 2026 2026




Terkendalinya Pelaksanaan
Penanaman Modal

Persentase Perusahaan Yang
Menyampaikan LKPM (%)

Dinas Penanaman Modal
dan PTSP

16

94

PROGRAM PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM INFORMASI
PENANAMAN MODAL

Meningkatnya Pemanfaatan dan
Informasi penanaman Modal

Persentase Pemanfaatan data dan
informasi penanaman modal
(Dokumen)

Dinas Penanaman Modal
dan PTSP

16

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

120.000.000,00

95

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Meningkatnya Kualitas Kinerja
Pemerintahan di Bidang Olahraga

e Nilai SAKIP Perangkat
Daerah (Predikat)

e Indeks Profesionalisme
Sumber Daya Manusia
Perangkat Daerah (Indeks)

Dinas Kepemudaan dan
Olahraga

BB

77

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

42.102.489.592,
86

16.494.487.163,
00

16.494.487.163,
00




e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

80

PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA SAING
KEPEMUDAAN

Meningkatnya Daya Saing

96 Kepemudaan Dinas Kglpehmudaan dan ‘I’)ae"s' T:'L%DN 2.028.849.999,8
e Rasio Wirausaha Pemuda ahraga 1.89 2026 2026 6
(Rasio) )
e Tingkat Partisipasi Pemuda
dalam Kepeloporan,
Kepemimpinan dan
Organisasi (%) 0.23
PROGRAM PENGEMBANGAN
DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Meningkatnya Pembudayaan dan
Prestasi Olahraga
Dinas Kepemudaan dan Jan- APBD | 55 379.152.430,
97 e Cakupan atlet yang Olahraga Des TAHUN 00
RS 0.76 2026 2026
berpartisipasi dalam event
kejuaraan tingkat Nasional
(%)
e Cakupan Pembinaan Atlet 7.98
Muda (%) )
PROGRAM PENGEMBANGAN
98 KAPASITAS KEPRAMUKAAN Dinas Kepemudaan dan .Ij:)an- APBD 1.200.000.000,0
. . Olahraga s TAHUN 0
Meningkatnya Kualitas 2026 2026

Kepramukaan




Persentase Kwartir terfasilitasi
Pengembangan Kepramukaan (%)

18.97

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG STATISTIK

PROGRAM PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL

Tercapainya kolaborasi, integrasi Dinas Komunikasi dan Jan- APBD
99 N ’ ’ . 2.80 Des TAHUN 250.000.000,00
dan standardisasi dalam Informatika
. L 2026 2026
penyelenggaraan Sistem Statistik
Nasional (SSN)
Indeks Pembangunan Statistik
(Indeks)
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERSANDIAN
PROSC;SRAM PENYELENGGARAAN Jan- APBD
PERSANDIAN UNTUK Dinas Komunikasi dan
100 | bENGAMANAN INFORMASI Informatika 46 Des | TAHUN | 300.000.000,00
2026 2026
Meningkatnya keamanan siber dan
sandi Lingkungan Pemerintah
Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN 15.692.756.673,
BIDANG KEBUDAYAAN 00
Jan- APBD
101 | PROGRAM PENUNJANG Dinas Kebudayaan Des TAHUN | 11.906.325.673,
URUSAN PEMERINTAHAN 2026 2026 00

DAERAH PROVINS




Meningkatnya Kinerja dan Efisiensi
Aparatur Dinas Kebudayaan

Nilai SAKIP Perangkat
Daerah (Predikat)

Indeks Profesionalisme
Sumber Daya Manusia
Perangkat Daerah (Indeks)
Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

BB

86.5

88.3

11.906.325.673,
00

102

PROGRAM PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN

Meningkatnya Peran Serta
Masyarakat dalam Pengembangan
Kebudayaan

Persentase Warisan Budaya
yang Dilestarikan
(Persentase)

Persentase penduduk 10
tahun ke atas yang pernah
terlibat sebagai
pelaku/pendukung
pertunjukan seni (%)
Prosentase Kesenian
Tradisional yang
Dilestarikan dan
Dikembangkan (Persentase)

Dinas Kebudayaan

28.09

1.73

7.66

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

1.305.000.000,0
0




PROGRAM PENGEMBANGAN
KESENIAN TRADISIONAL

Meningkatnya Peran Serta
Masyarakat Dalam Pengembangan

Kesenian Tradisional Jan- APBD
103 Des TAHUN 1.331.431.000,0
Persentase penduduk yang pernah 2026 2026
terlibat sebagai pelaku/pendukung .
pertunjukan seni yang menjadikan Dinas Kebudayaan 0.18
keterlibatan sebagai sumber
penghasilan (terhadap penduduk
usia 15 tahun ke atas) (%)
PROGRAM PEMBINAAN
SEJARAH
Meningkatnya Akses Masyarakat
Terhadap Informasi Sejarah
Jan- APBD
104 e Persentase Tingkat Dinas Kebudayaan 13.33 Des TAHUN 105.000.000,00
kompetensi SDM Sejarah ) 2026 2026
(%)
e Persentase Tingkat 0.59
kesadaran Pelajar se )
Tingkat SLTA/sederajat
tentang sejarah lokal ()
PROGRAM PELESTARIAN DAN
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Jan- APBD
105 . . Dinas Kebudayaan Des TAHUN | 845.000.000,00
Meningkatnya Warisan Budaya 2026 2026

yang dilestarikan




e Persentase Cagar Budaya
dan Warisan Budaya Tak
Benda yang Ditetapkan
(Persentase)

e Persentase cagar budaya
yang dilestarikan (%)

e Persentase Penduduk usia
10 tahun ke atas yang
mengunjungi peninggalan
sejarah dan atau Cagar
budaya yang telah
Ditetapkan (%)

8.33

49.31

17.34

106

PROGRAM PENGELOLAAN
PERMUSEUMAN

Meningkatnya tata kelola museum
Persentase peningkatan upaya

konservasi koleksi museum setiap
tahun (%)

Dinas Kebudayaan

13,03

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

200.000.000,00

107

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERPUSTAKAAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Meningkatnya Kualitas Kinerja
Aparatur Pemerintah Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan Daerah
dan Kearsipan

BB

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

22.901.987.576,
98

20.662.997.576,
98




e Nilai SAKIP Perangkat
Daerah (Predikat)

Dinas Perpustakaan Daerah
dan Kearsipan

e Indeks Profesionalisme 78.31 20.662.997.576,
Sumber Daya Manusia Dinas Perpustakaan Daerah 98
Perangkat Daerah (Indeks) dan Kearsipan 88.35

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks) UPT Perpustakaan 81.25

e Indeks Kepuasan Muhammad Sani
Masyarakat (Indeks)

PROGRAM PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN
Meningkatnya Layanan
Perpustakaan Sesuai Standar
Nasional Perpustakaan

. Jan- APBD

108 | © Nilaitingkatkegemaran | pinoo perpustakaan Daerah 75.69 Des | TAHUN | 2:023.990.000.0
membaca masyarakat (Nilai) . 0
dan Kearsipan 2026 2026

e Jumlah Masyarakat yang
memanfaatkan Dinas Perpustakaan Daerah 50.800
Perpustakaan (Orang) .

: dan Kearsipan

e Jumlah Kunjungan
Pemustaka ke UPT
Perpustakaan M. Sani UPT Perpustakaa.n 4.154

Muhammad Sani
Batam (Orang)
PROGRAM PELESTARIAN
KOLEKSI NASIONAL DAN
NASKAH KUNO Dinas Perpustakaan Daerah Jan- APBD
109 o Koarsioan 14 Des | TAHUN | 215.000.000,00
Meningkatnya Pelestarian Koleksi P 2026 2026

Nasional dan Naskah Kuno




Persentase Koleksi Nasional dan
Naskah Kuno yang Dimiliki
(Persentase)

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEARSIPAN

PROGRAM PENGELOLAAN
ARSIP

. . Jan- APBD
110 | peningkainya fata Kelola Arsip Des | TAHUN | 600.000.000,00
2026 2026
. . , . | Dinas Perpustakaan Daerah
Tingkat ketersediaan arsip sebagai .
bahan akuntabilitas kinerja, alat dan Kearsipan 26.32
bukti yang sah dan
pertanggungjawaban nasional)
Psl40 dan 59 U 43/2009) (%)
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
PENYELAMATAN ARSIP
Meningkatnya Perlindungan dan
Penyelamatan Arsip sesuai NSPK
. . Jan- APBD
111 Tlngkat kebe!’adaan dan keutuhan Dinas Perpustakz?an Daerah 19.17 Des TAHUN 0,00
arsip sebagai bahan dan Kearsipan 2026 2026

pertanggungjawaban setiap aspek
kehidupan berbangsa dan
bernegara untuk kepetingan
negara, pemerintahan, pelayanan
publik dan kesejahteraan rakyat
(%)




112

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Meingkatnya kepuasan masyarakat
terhadap pelaksanaan pelayanan
administrasi perkantoran

Nilai SAKIP Perangkat
Daerah (Predikat)
Indeks Profesionalisme
Sumber Daya Manusia
Perangkat Daerah (Indeks)
Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)
Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)
Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)
Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)
Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)
Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)
Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

Dinas Kelautan dan
Perikanan
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Cabang Dinas Kelautan dan
Perikanan Anambas
Cabang Dinas Kelautan dan
Perikanan Natuna
Cabang Dinas Kelautan dan
Perikanan Lingga
Cabang Dinas Kelautan dan
Perikanan Karimun
Cabang Dinas Kelautan dan
Perikanan Batam
UPTD Balai Pelabuhan
Perikanan Pantai
UPTD Balai Pengujian Mutu
dan Pengembangan Produk

BB

80.53

85.83

80

80

80

80

80

80

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

62.264.838.343,
69

40.077.114.163,
69

40.077.114.163,
69

127.480.000,00
99.969.160,00
170.178.000,00

145.063.936,00
176.135.000,00
471.000.000,00
205.000.000,00
534.000.000,00

137.300.000,00




Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

Kelautan dan Perikanan
(BPMP2KP)

80

e Indeks Kepuasan UPTD Balai Benih lkan 80
Masyarakat (Indeks) UPTD Pengelola Kawasan
e Indeks Kepuasan Konservasi Perairan 80
Masyarakat (Indeks)
PROGRAM PENGELOLAAN
KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU
PULAU KECIL
Terkelolanya kawasan konservasi
perairan daerah
e Persentase Luas Kawasan Dinas Kelautan dan
Konservasi yang Dikelola Perikanan 92 200.000.000,
Minimum (%) 00
e Persentase Luas Kawasan .
Konservasi yang Dikelola Cab;:ﬂk[; ':aa: :ﬁlaamu:)aar;dan 90 0,00
113 Minimum (%)
e Persentase Luas Kawasan .
Konservasi yang Dikelola Cabalr;g I?mas Kelautan dan 90 0,00
- o erikanan Natuna
Minimum (%)
e Persentase Luas Kawasan .
Konservasi yang Dikelola Cabang I?lnas Ke.lautan dan 90 Jan- APBD 0,00
- o Perikanan Lingga Des TAHUN
Minimum (%)
2026 2026
e Persentase Luas Kawasan .
i ) Cabang Dinas Kelautan dan
Konservasi yang Dikelola Peri 90 0,00
- o erikanan Batam
Minimum (%)
° Persentasg Luas ngasan UPTD Pengelola Kawasan 50.000.000,00
Konservasi yang Dikelola 90

Minimum (%)

Konservasi Perairan




PROGRAM PENGELOLAAN
PERIKANAN TANGKAP

Meningkatnya produksi perikanan
tangkap

Jumlah Produksi Perikanan

Dinas Kelautan dan

13.806.168.276,

Tangkap (Ton) Perikanan 316230,66 00
e Jumlah Produksi Perikanan Cabang Dinas Kelautan dan Jan- APBD
Tangkap (Ton) Perikanan Anambas 316.230,67 0,00
114 , , . Des TAHUN
e Jumlah Produksi Perikanan Cabang Dinas Kelautan dan 2026 2026
Tangkap (Ton) Perikanan Natuna 316.230,67 0,00
e Jumlah Produksi Perikanan Cabang Dinas Kelautan dan
Tangkap (Ton) Perikanan Lingga 316.230,67 0,00
e Jumlah Produksi Perikanan Cabang Dinas Kelautan dan
Tangkap (Ton) Perikanan Karimun 316.230,67 25.000.000,00
e Jumlah Produksi Perikanan Cabang Dinas Kelautan dan
Budidaya (Ton) Perikanan Batam 316.230,67 20.000.000,00
e Jumlah Produksi Perikanan UPTD Balai Pelabuhan
Tangkap (Ton) Perikanan Pantai 316.230,67 50.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN
PERIKANAN BUDIDAYA
|I;/Iuedr;(ljnagI;‘atnya produksi perikanan APBD
115 y Jan- | TAHUN
. 42.508,16
: , Dinas Kelautan dan Des 2026
e Jumlah Produksi Perikanan Perikanan 2026
Budidaya (Ton) . 42.508,16 150.000.000,00
. , Cabang Dinas Kelautan dan
e Jumlah Produksi Perikanan Perikanan Anambas
Budidaya (Ton) 42.508,16 0,00




Jumlah Produksi Perikanan

Cabang Dinas Kelautan dan

Budidaya (Ton) Perikanan Natuna 42.508,16 0,00
e Jumlah Produksi Perikanan Cabang Dinas Kelautan dan
Budidaya (Ton) Perikanan Lingga 42.508,16 0,00
e Jumlah Produksi Perikanan Cabang Dinas Kelautan dan
Budidaya (Ton) Perikanan Karimun 42.508,16 0,00
e Jumlah Produksi Perikanan Cabang Dinas Kelautan dan
Budidaya (Ton) Perikanan Batam 42.508,16 0,00
e Jumlah Produksi Perikanan UPTD Balai Benih lkan
Budidaya (Ton) 150.000.000,00
PROGRAM PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN
Meningkatnya
kepatuhan,kelestarian laut dan
keanekaragaman hayati
e Kepatuhan pelaku usaha Dinas Kelautan dan 90 Jan- APBD 350.000.000,00
116 kelautan dan perikanan (%) Perikanan Des TAHUN
e Tingkat Kepatuhan Pelaku Cabang Dinas Kelautan dan 90 2026 2026 115.000.000,00
Usaha Kelautan dan Perikanan Anambas
Perikanan (%)
e Tingkat Kepatuhan Pelaku Cabang Dinas Kelautan dan 90 150.000.000,00
Usaha Kelautan dan Perikanan Natuna
Perikanan (%)
e Tingkat Kepatuhan Pelaku Cabang Dinas Kelautan dan 90 80.000.000,00
Usaha Kelautan dan Perikanan Lingga
1 0,
Perikanan (%) 90 115.000.000,00




Tingkat Kepatuhan Pelaku
Usaha Kelautan dan

Cabang Dinas Kelautan dan
Perikanan Karimun

Perikanan (%) 90 100.000.000,00
e Tingkat Kepatuhan Pelaku Cabang Dinas Kelautan dan
Usaha Kelautan dan Perikanan Batam
Perikanan (%)
PROGRAM PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Meningkatnya produksi Olahan Jan- APBD
Hasil Perikanan .
117 Dinas Kelautan dan Des TAHUN 350.000.000,00
e Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan 2026 2026
Perikanan (Ton) . - 13.500
.| UPTD Balai Pengujian Mutu
e Jumlah Produk Olahan Hasil | o\ pengembangan Produk 50.000.000,00
Perikanan (Ton) .
Kelautan dan Perikanan 13.500
(BPMP2KP) ’
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PARIWISATA
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
Jan- APBD
11g | DAERAH PROVINSI Dinas Pariwisata Des | TAHUN
Meningkatnya Kualitas Kinerja 2026 2026
Dinas Pariwisata BB

Nilai SAKIP Perangkat
Daerah (Predikat)

83.58

15.626.938.329,
94




e Indeks Profesionalisme
Sumber Daya Manusia
Perangkat Daerah (Indeks)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

88.95

119

PROGRAM PENINGKATAN DAYA
TARIK DESTINASI PARIWISATA

Meningkatnya daya tarik destinasi
pariwisata

e Rata-rata Lama Tinggal
Wisatawan Mancanegara
(Hari)

e Rata-rata Lama Tinggal
Wisatawan Nusantara (Hari)

Dinas Pariwisata

1.95

1.70

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

660.000.000,00
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PROGRAM PEMASARAN
PARIWISATA

Meningkatnya jangkauan
pemasaran pariwisata

e Jumlah Tamu Wisatawan
Mancanegara (Ribu Orang)

e Jumlah Perjalanan
Wisatawan Nusantara
(Perjalanan)

Dinas Pariwisata

2.722,6

3.512.500

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

6.464.000.000,0
0

121

PROGRAM PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF MELALUI
PEMANFAATAN DAN

Dinas Pariwisata

6,54

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

800.000.000,00




PERLINDUNGAN HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Meningkatnya Pengembangan
Sektor Ekonomi Kreatif

Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif

yang memiliki Kekayaan Intelektual
(%)
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PROGRAM PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF

Meningkatnya kapasitas SDM
pariwisata dan ekonomi kreatif

Persentase Sumber Daya
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
yang Ditingkatkan Kapasitasnya
(%)

Dinas Pariwisata

11,61

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

616.000.000,00
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URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERTANIAN

PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA
PERTANIAN

Meningkatnya distribusi dan
kualitas sarana pertanian

e Produksi Tanaman Pangan
(Ton)

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Kesehatan
Hewan

19.960,1

28.628,71

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

10.217.590.186,
00

1.784.072.000,0
0




e Produksi Tanaman

UPT Balai Perbenihan,

1.784.072.000,0

Hortikultura (Ton) Pengawasan dan Sertifikasi 30.614,18 0
e Produksi Tanaman Serta Perlindungan
Perkebunan (Ton) Tanaman Pangan, 19.247,61 641.000.000,00
e Produksi Ternak (Ton) Hortikultura dan Perkebunan
(BP2SPTPHP)
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN PRASARANA
PERTANIAN
Dinas Ketahanan Pangan, Jan- APBD
124 | Meningkatnya distribusi dan Pertanian dan Kesehatan 82 Des TAHUN
kualitas prasarana pertanian Hewan 2026 2026
Luas Lahan Pertanian yang di
manfaatkan (Hektar)
PROGRAM PENGENDALIAN
KESEHATAN HEWAN DAN Dinas Ketahanan Pangan,
KESEHATAN MASYARAKAT Pertanian dan Kesehatan
VETERINER Hewan
4.272.956.586,0
125 | Meningkatnya Pengendalian UPT Balai Perbenihan, Jan- APBD 0
et 65 Des TAHUN
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Pengawasan dan Sertifikasi 2026 2026
Masyarakat Veteriner Serta Perlindungan 200.000.000,00
Tanaman Pangan,
Tingkat Pengendalian Penyakit Hortikultura dan Perkebunan
Hewan Menular Strategis (PHMS) (BP2SPTPHP)
(Dokumen)
Eiﬁ%‘éﬁ%ﬁgggfxﬁékwN Dinas Ketahanan Pangan, Jan- APBD
126 BENCANA PERTANIAN Pertanian dan Kesehatan Des TAHUN 232.928.000,00
Hewan 2026 2026




Meningkatnya Pengendalian dan
Penanggulangan Bencana
Pertanian

e Persentase Luas Areal
Pengendalian dan
Penanggulangan Bencana
OPT (%)

e Persentase Penanganan
Dampak Perubahan Iklim
terhadap Pertanian (%)

435

746
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PROGRAM PENYULUHAN
PERTANIAN

Meningkatnya Kapasitas SDM
Bidang Penyuluh Pertanian
Persentase SDM Penyuluh
Pertanian yang Ditingkatkan
(Persentase)

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Kesehatan
Hewan

54

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

3.527.633.600,0
0
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URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Meningkatnya Urusan
Pemerintahan Bidang Kehutanan

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

UPTD KPHP Unit | Karimun

84,44

84,44

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

881.974.600,00

144.000.000,00




e Indeks Kepuasan UPTD KPHP Unit Il Batam 84,44 134.000.000,00
Masyarakat (Indeks)
e Indeks Kepuasan UPTD KPHP Unit lll Lingga 84,44 256.000.000,00
Masyarakat (Indeks)
e Indeks Kepuasan UPTD KPHP Unit IV Bintan 84,44 151.000.000,00
Masyarakat (Indeks) Tanjungpinang
e Indeks Kepuasan 84.43 134.000.000,00
Masyarakat (Indeks) UPTD KPHP Unit V Natuna
e Indeks Kepuasan 194.000.000,00
Masyarakat (Indeks) UPTD KPHP Unit VI
Kepulauan Anambas
PROGRAM PENGELOLAAN
HUTAN
Menurunnya Kerusakan hutan
Dinas Lingkungan Hidup 100 501.974.600,00
e Persentase tutupan lahan dan Kehutanan
berhutan di Wilayah Prov.
Kepri yang dipertahankan Jan- APBD 42.214.668,00
9 i arimun 24.00
129 . fbézsentase rea yang UPTD KPHP Unit | K Des TAHUN
N R 2026 2026
dilindungi dari perambahan
dan penebangan liar (%) UPTD KPHP Unit Il Batam 21,67 62.358.098,00
e Persentase area yang
dilindungi dari perambahan 96.049.538,00
dan penebangan liar (%) UPTD KPHP Unit lll Lingga 14.98
e Persentase area yang
dilindungi dari perambahan
dan penebangan liar (%) UPTD KPHP Unit IV Bintan 21.80 62.592.684,00

Tanjungpinang




e Persentase area yang
dilindungi dari perambahan
dan penebangan liar (%)

e Persentase area yang
dilindungi dari perambahan
dan penebangan liar (%)

e Persentase area yang
dilindungi dari perambahan
dan penebangan liar (%)

UPTD KPHP Unit V Natuna

UPTD KPHP Unit VI
Kepulauan Anambas

18.89

28.60

106.229.465,00

55.369.947,00
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PROGRAM KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEMNYA

Meningkatnya Kelestarian Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Persentase kawasan sumber daya
alam hayati dan ekosistemnya
yang terkelola dengan baik (%)

Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

100

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

140.000.000,00
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PROGRAM PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN, PENYULUHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI BIDANG KEHUTANAN

Meningkatnya Kualitas Sumber
Daya Manusia dibidang Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

1,185

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

190.000.000,00




Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok
Masyarakat Hutan (SBM/Milyar
Rupiah)
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PROGRAM PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

Meningkatnya Kelestarian dan
Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)

Persentase Daerah Aliran Sungai
(DAS) Provinsi Kepulauan Riau
Yang Terkelola dengan baik (%)

Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

2,56

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

50.000.000,00
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URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Meningkatnya Urusan
Pemerintahan Bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral

e Nilai SAKIP Perangkat
Daerah (Predikat)

e Indeks Profesionalisme
SDM Perangkat Daerah
(Indeks)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral

BB

87.5

87.65

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

21.108.976.313,
42

14.528.361.313,
42

14.528.361.313,
42




PROGRAM PENGELOLAAN

ASPEK KEGEOLOGIAN
. . . Jan- APBD
134 '&":”g(‘)?gaf:ga Tata Kelola Dinas Ege;g':ncii::raslumber 27,27 Des | TAHUN | 300.000.000,00
geolog y 2026 2026
Persentase zona konservasi air
tanah yang terpetakan (%)
PROGRAM PENGELOLAAN
MINERAL DAN BATUBARA
Meningkatnya Tata Kelola Mineral
dan Batubara . . Jan- APBD
135 Dinas E:e;gl:n?::r:lumber 59 Des TAHUN 1.055.830.000,0
Persentase pelaku usaha y 2026 2026
pertambangan tahap operasi
produksi yang melaksanakan
kaidah pertambangan yang baik
(%)
PROGRAM PENGELOLAAN
ENERGI BARU TERBARUKAN
Meningkatnya Tata Kelola Energi Jan- APBD
Baru Terbarukan Dinas Energi dan Sumber 2.320.000.000,0
136 . Des TAHUN
Daya Mineral 2026 2026 0
e Porsi EBT dalam Bauran
Energi Primer (%) 16.5

e |Intensitas energi primer
(SBM/Milyar Rupiah)

1354
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PROGRAM PENGELOLAAN
KETENAGALISTRIKAN

Meningkatnya Cakupan Pelayanan
Kelistrikan

Rasio Elektrifikasi (%)

Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral

99.20

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

2.904.815.000,0
0
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URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERDAGANGAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Meningkatnya Kualitas Layanan
Pemerintahan Urusan
Perindustrian dan Perdagangan

e Indeks Profesionalisme
Sumber Daya Manusia
Perangkat Daerah (Indeks)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

e Nilai SAKIP Perangkat
Daerah (Predikat)

Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

86,85

86,93

BB

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

21.103.474.991,
00

17.963.474.991,
00

17.963.474.991,
00
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PROGRAM PERIZINAN DAN
PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Meningkatnya Kemudahan proses
perizinan dan pendaftaran
berusaha

Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

100

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

100.000.000,00




Persentase Perizinan Berusaha
Perdagangan yang difasilitasi (%)

PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Meningkatnya kualitas sarana

140 perdaggngan dan distribusi barang Dinas Perindustrian dan 2.11 \Il)aens- T’?AT-IBU[:\I 600.000.000,00
yang efisien, merata dan Perdagangan 2026 2026
terintegrasi
Persentase Fasilitasi Pembinaan
Pelaku Usaha Perdagangan
Provinsi Kepri (%)
PROGRAM STABILISASI HARGA
BARANG Kebutuhan POKOK DAN
BARANG PENTING
Meningkatnya kelancaran distribusi Dinas Perindustrian dan Jan- APBD
141 | dan stabilitas harga barang Perdagangan 5,63 Des TAHUN 252.251.000,00
kebutuhan pokok dan barang 2026 2026
penting
Koefisien Variasi Harga antar
Wilayah Tingkat Provinsi (%)
PROGRAM PENGEMBANGAN
EKSPOR
. Dinas Perindustrian dan Jan- APBD
142 | Meningkatnya pelaku usaha yang Perdagangan 100 Des TAHUN | 700.000.000,00
berorientasi ekspor 2026 2026

Persentase Fasilitasi
Pengembangan Ekspor (%)




PROGRAM STANDARDISASI
DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN

143 | o Dinas Perindustrian dan 61.80 ‘Ijaae';' T';'T_IBUDN 1.100.000.000,0
Meningkatnya tertib niaga dan Perdagangan 2026 2026 0
mutu produk
Indeks Tertib Niaga (Indeks)
PROGRAM PENGGUNAAN DAN
PEMASARAN PRODUK DALAM
NEGERI
. Dinas Perindustrian dan Jan- APBD
144 | Meningkatnya penggunaan dan Perdagangan 35 Des TAHUN | 387.749.000,00
pemasaran produk dalam negeri 2026 2026
Persentase Promosi Produk Lokal
yang difasilitasi (%)
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERINDUSTRIAN 8.986.400.000,0
0
PROGRAM Perencanaan DAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI 8.686.400.000,0
0
Meningkatnya Realisasi . . . Jan- APBD
145 | Pembangunan Industri DlnasPPe:';ndustrlan dan Des TAHUN
erdagangan 2026 2026
e Persentase Pertumbuhan
Sektor Industri Pengolahan 8.686.400.000,0
Non Migas (%) 7 0

e Proporsi Jumlah Industri
Kecil dan Menengah (IKM)
(%)

2,92




PROGRAM PENGENDALIAN IZIN
USAHA INDUSTRI

Meningkatnya kualitas perizinan Dinas Perindustrian dan Jan- APBD
146 berusasl;ha sgktor PerindFL:strian Perdagangan 0,85 Des TAHUN 100.000.000,00
gang 2026 2026
Persentase Fasilitasi 1zin Usaha
Industri yang diterbitkan (%)
PROGRAM
PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI INDUSTRI
NASIONAL Dinas Perindustrian dan Jan- APBD
147 . 1 Des TAHUN 200.000.000,00
Meningkatnya pemanfaatan Perdagangan
. . . 2026 2026
informasi industri
Jumlah Dokumen Informasi Industri
yang Komprehensif (Dokumen)
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG TRANSMIGRASI 200.000.000,00
PROGRAM Perencanaan
KAWASAN TRANSMIGRAS| 60.000.000,00
. . . Jan- APBD
148 Menlngkatnya pelaksanaan Dinas Tenaga! Kerj.a Dan 33.3 Des TAHUN
transmigrasi Transmigrasi 2026 2026

Persentase rencana teknis
kawasan transmigrasi yang clear
and clean yang diusulkan untuk
program transmigrasi baru Satuan
Pemukiman Baru, Satuan

60.000.000,00




Pemukiman Pugar, dan Satuan
Pemukiman Tempatan (%)

PROGRAM PEMBANGUNAN
KAWASAN TRANSMIGRASI

Meningkatnya kualitas

pembangunan kawasan . . APBD
149 | i ansmigrasi D'“”;:::%g’::;‘ia Dan 45,9 TAHUN | 100.000.000,00
2026
Persentase bidang ahan/KK yang Jan-
tertata di lokasi kawasan Des
transmigrasi (%) 2026
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAWASAN TRANSMIGRASI
Meningkatnya pemberdayaan dan
kapasitas transmigrant dalam Jan- APBD
pengembangan kawasan Dinas Tenaga Kerja Dan
150 transmigrasi Transmigrasi 31,25 Des TAHUN 40.000.000,00
2026 2026
Persentase satuan kawasan
permukiman transmigrasi yg
mendapatkan pengembangan
usaha ekonomi kawasan (%)
SEKRETARIAT DAERAH 2'800'030'000’0
Jan- APBD
PROGRAM PENUNJANG
151 Des TAHUN | 1.515.000.000,0
URUSAN PEMERINTAHAN 2026 2026 0

DAERAH PROVINSI




1. Meningkatnya Akuntabilitas,
Kualitas, Efektivitas Kinerja dan
Pelayanan Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi
Kepulauan Riau

e Indeks Profesionalisme 73
Sumber Daya Manusia BIRO UMUM
Perangkat Daerah 198.037.245.04
(Indeks) A 2,09

e Nilai SAKIP Perangkat
Daerah (Predikat)

e Indeks Kepuasan 85.15
Masyarakat (Indeks)

2. Meningkatnya Akuntabilitas,
Kualitas, Efektivitas Kinerja dan
Pelayanan Biro Pemerintahan
dan Otonomi Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi Kepulauan Riau

e Nilai SAKIP Perangkat Biro Pemerintahan dan A 1.515.000.000,0
Daerah (Predikat) Otonomi Daerah 0

e Indeks Profesionalisme 73
SDM Perangkat Daerah
(Indeks)

e Indeks Kepuasan 85.15

Masyarakat (Indeks)

3. Meningkatnya Akuntabilitas,
Kualitas, Efektivitas Kinerja dan
Pelayanan Biro Perekonomian 1.938.526.203,0
dan Pembangunan Sekretariat 0
Daerah Provinsi Kepulauan Riau




e Nilai SAKIP Perangkat

Daerah (Predikat) Biro Perekonomian dan A
e Indeks Profesionalisme Pembangunan

SDM Perangkat Daerah

(Indeks) 73
e Indeks Kepuasan

Masyarakat (Indeks) 85.15

4. Meningkatnya akuntabilitas,
efektifitas kinerja dan pelayanan
Biro Organisasi Sekretariat
Daerah Provinsi Kepulauan Riau 1.042.649.166,0

e Nilai SAKIP Perangkat 0
Daerah (Predikat) A

e Indeks Profesionalisme Biro Organisasi
Sumber Daya Manusia 73
Perangkat Daerah
(Indeks)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks) 85.15

5. Meningkatnya Akuntabilitas,
Kualitas, Efektivitas Kinerja dan
Pelayanan Biro Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau

e Indeks Profesionalisme Biro Kesejahteraan Rakyat
Sumber Daya Manusia 73 1.008.448.906,0
Perangkat Daerah 0
(Indeks)

e Nilai SAKIP Perangkat A

Daerah (Predikat)




e Indeks Kepuasan 85.15
Masyarakat (Indeks)

6. Meningkatnya Akuntabilitas,
Kualitas, Efektifitas Kinerja dan
Pelayanan Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi
Kepulauan Riau

e Nilai SAKIP Perangkat Biro Hukum A
Daerah (Predikat) 852.314.677,33
e Indeks Profesionalisme 73

Sumber Daya Manusia
Perangkat Daerah
(Indeks)

e Indeks Kepuasan 85.15
Masyarakat (Indeks)

7. Meningkatnya Akuntabilitas,
Kualitas, Efektifitas Kinerja dan
Pelayanan Biro Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat
Daerah Provinsi Kepulaun Riau

e Nilai SAKIP Perangkat Biro Pengadaan A
Daerah (Predikat) Barang/Jasa 1.399.948.000,0
e Indeks Profesionalisme 73 0

Sumber Daya Manusia
Perangkat Daerah
(Indeks)
e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks) 85.15
8. Meningkatnya Akuntabilitas,
Kualitas, Efektivitas Kinerja dan




Pelayanan Biro Administrasi
Pimpinan Sekretariat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau

e Nilai SAKIP Perangkat
Daerah (Predikat)

e Indeks Profesionalisme
Sumber Daya Manusia
Perangkat Daerah
(Indeks)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

Biro Administrasi Pimpinan

73

85.15

6.694.395.580,0
0
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PROGRAM PENATAAN
ORGANISASI

Meningkatnya tata kelola
organisasi pemerintah daerah

e Skor Rencana Aksi
Pembangunan RB General
(Skor)

e Nilai Evaluasi Kelembagaan
Dimensi Struktur Organisasi
(Indeks)

e Persentase OPD yang
menerapkan Tata Laksana
sesuai ketentuan
(Persentase)

e Nilai Komponen Pelaporan
Kinerja pada hasil evaluasi
SAKIP (Nilai)

iro Organisasi

217

40.4

83.72

11.90

Jan-
Des
2026

1.000.000.000,0
0




PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
OTONOMI DAERAH

Meningkatnya Kualitas Kebijakan

Pemerintahan dan Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Jan- APBD 1.285.000.000,0
153 Otonomi Daerah Des TAHUN 0
e Skor LPPD (Skor) 255 2026 2026
e Persentase Kerjasama ’
Daerah yang
diimplementasikan 85
(Persentase)
PROGRAM KESEJAHTERAAN
RAKYAT
Meningkatnya kualitas kebijakan Jan- APBD
154 | Kesejahteraan Rakyat Biro Kesejahteraan Rakyat 91 Des TAHUN 80'63463005'494’
2026 2026
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
(Persentase)
PROGRAM FASILITASI DAN
KOORDINASI HUKUM
Meningkatnya Kualitas Produk Jan- APBD
155 | Hukum Daerah yang dihasilkan Biro Hukum 96 Des TAHUN 1'200'030'000’0
2026 2026
Persentase produk hukum yang
dihasilkan dan kasus hukum yang
diselesaikan (Persentase)
PROGRAM PEREKONOMIAN Jan- APBD
156 | DAN PEMBANGUNAN Des TAHUN | 693.440.297,00
2026 2026




Meningkatnya Kualitas Kebijakan
Pengelolaan Perekonomian dan
Pembangunan

Persentase Rekomendasi
Kebijakan Perekonomian dan
Pembangunan yang diusulkan
menjadi kebijakan (Persentase)

Biro Perekonomian dan
Pembangunan

100
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PROGRAM KEBIJAKAN DAN
PELAYANAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA

Meningkatnya Kualitas Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa

Indeks Tata Kelola Pengadaan
(Predikat)

Biro Pengadaan
Barang/Jasa

Sangat Baik

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

540.000.000,00
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PROGRAM KEBIJAKAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Meningkatnya Kualitas Kebijakan
Administrasi Pembangunan

Persentase Regulasi Administrasi
Pembangunan Daerah yang
diimplementasikan (Persentase)

Biro Perekonomian dan
Pembangunan

100

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

218.033.500,00
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SEKRETARIAT DPRD

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Sekretariat DPRD

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

118.241.334.86
1,97

76.111.334.861,
97




Meningkatnya Dukungan
Sekretariat DPRD Terhadap Tugas
dan Fungsi DPRD

e Nilai SAKIP Perangkat
Daerah (Predikat)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

e Indeks Profesionalitas ASN
Perangkat Daerah (Indeks)

BB

80

83.05

76.111.334.861,
97
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PROGRAM DUKUNGAN
PELAKSANAAN TUGAS DAN
FUNGSI DPRD

Meningkatnya Dukungan
Sekretariat DPRD Dalam
Pelaksanaan Demokrasi Daerah
oleh DPRD sebagai Lembaga
Legislatif

e Ketepatan Penetapan Perda
APBD Tahun N
(Persentase)

e Partisipasi Masyarakat
dalam Mempengaruhi
Kebijakan Publik Melalui
Lembaga Perwakilan
(Dengan Satuan:
Persentase) (Persentase)

e Persentase Penetapan
Ranperda Tahun N (%)

Sekretariat DPRD

100

100

100

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

42.130.000.000,
00
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PERENCANAAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Meningkatnya Akuntabilitas,
Kualitas, Efektivitas Kinerja dan
Pelayanan Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau

e Nilai SAKIP Perangkat
Daerah (Predikat)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

e Indeks Profesionalisme
SDM Perangkat Daerah
(Indeks)

Badan Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan Daerah

91.00

78.98

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

33.827.541.514,
94

27.446.169.976,
13

27.446.169.976,
13
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PROGRAM PERENCANAAN

PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

PEMBANGUNAN DAERAH

Meningkatnya Kualitas
Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan Daerah

e Capaian Kinerja Program
RPJMD (Predikat)

e Persentase Keselarasan
Dokumen Perencanaan

Badan Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan Daerah

ST

100

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

3.150.000.000,0
0




Kab/Kota dengan Dokumen
Perencanaan Provinsi (%)
Persentase Capaian
Indikator Kinerja Utama
Daerah (%)

Persentase Capaian Target
Kinerja Pembangunan
Kabupaten/Kota dengan
Provinsi pada RKPD (%)
Persentase Tingkat
Penurunan Nilai Risiko
Daerah (Residual risk)
melalui Penerapan
Menejemen Risiko (%)

80

73.47

14.29
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PROGRAM KOORDINASI DAN
SINKRONISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Meningkatnya Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan
Daerah

e Persentase keselarasan

Renja PD dengan Renstra
PD Mitra Bidang
Pemerintaan dan
Pembangunan Manusia (%)
Persentase Ketersedian
Program Daerah Pendukung
PN pada Renja Perangkat
Daerah Mitra Bidang

Badan Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan Daerah

100

100

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

3.231.371.538,8
1




Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia (%)
Persentase Keselarasan
Program Prioritas RKPD
dengan KUA PPAS
Perangkat Daerah Mitra
Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia (%)
Rata-rata nilai SAKIP
Perencanaan dan
Pengukuran Mitra Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
(Nilai)

Persentase Program
Perangkat Daerah yang
Mendukung PN pada Renja
Perangkat Daerah Mitra
Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia (%)
Persentase Perangkat
Daerah Mitra Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
yang Telah Menerapkan
Manajemen Risiko (%)
Persentase keselarasan
Renja PD dengan Renstra
PD Mitra Bidang
Perekonomian dan SDA (%)
Persentase Ketersedian
Program Daerah Pendukung

Badan Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan Daerah

80.95

46.94

77.11

58.82

100

100




PN pada Renja Perangkat
Daerah Mitra Bidang
Perekonomian dan SDA (%)
Persentase Keselarasan
Program Prioritas RKPD
dengan KUA PPAS
Perangkat Daerah Mitra
Bidang Perekonomian dan
Sumber Daya Alam (%)
Rata-rata nilai SAKIP
Perencanaan dan
Pengukuran Mitra Bidang
Perekonomian dan Sumber
Daya Alam (Nilai)
Persentase Program
Perangkat Daerah yang
Mendukung PN pada Renja
Perangkat Daerah Mitra
Bidang Perekonomian dan
Sumber Daya Alam (%)
Persentase Perangkat
Daerah Mitra Bidang
Perekonomian dan Sumber
Daya Alam yang Telah
Menerapkan Manajemen
Risiko (%)

Persentase keselarasan
Renja PD dengan Renstra
PD Mitra Bidang
Infrastruktur dan
Kewilayahan (%)

Badan Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan Daerah

100

47.83

18.64

20

100

100




o Persentase Ketersedian
Program Daerah Pendukung
PN pada Renja Perangkat
Daerah Mitra Bidang
Infrastruktur dan
Kewilayahan (%)

e Persentase Keselarasan
Program Prioritas RKPD
dengan KUA PPAS
Perangkat Daerah Mitra
Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan (%)

e Rata-rata nilai SAKIP
Perencanaan dan
Pengukuran Mitra Bidang
Infrastruktur dan
Kewilayahan (Nilai)

e Persentase Program
Perangkat Daerah yang
Mendukung PN pada Renja
Perangkat Daerah Mitra
Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan (%)

e Persentase Perangkat
Daerah Mitra Bidang
Infrastruktur dan
Kewilayahan yang Telah
Menerapkan Manajemen

100

46

52

100

Risiko (%)
Jan- | APBD | 618.926.602.27
164 | KEUANGAN Des | TAHUN 1,77
2026 2026




PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

1. Meningkatnya kualitas
pelayanan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang
keuangan

e Nilai SAKIP Perangkat
Daerah (Predikat)

e Indeks Profesionalisme
Sumber Daya Manusia
Perangkat Daerah
(Indeks)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

2. Meningkatnya kualitas
pelayanan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang
pendapatan

e Nilai SAKIP Perangkat
Daerah (Predikat)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

e Persentase Realisasi
PAD selain Pajak

Badan Keuangan dan Aset
Daerah

Badan Keuangan dan Aset
Daerah

Badan Keuangan dan Aset
Daerah
UPT Dana Bergulir

UPT Pemberdayaan dan

Pemanfaatan Aset

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

BB

83.31

89.25

89.25

89.25

BB

85

12.83

40.818.056.688,
77

40.818.056.688,

77

80.000.000,00

820.000.000,00

83.539.545.724,
65




Daerah terhadap total
PAD (%)

e Indeks Profesionalisme
Sumber Daya Manusia
Perangkat Daerah
(Indeks)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

Badan Pendapatan Daerah

UPT PPD Batam Centre

UPT PPD Tanjungpinang
UPT PPD Bintan
UPT PPD Karimun
UPT PPD Lingga
UPT PPD Natuna
UPT PPD Anambas
UPT PPD Batu Aji
UPT PPD Kijang

UPT PPD Tanjung Batu

76.15

91.29

97.32
85,47
97,08
84,3
85,18
81,82
87,35
94,22

83,05

1.414.700.000,0
0

1.051.100.000,0
798.00(()).000,00
769.250.000,00
395.417.000,00
533.400.000,00
384.000.000,00
579.200.000,00
386.500.000,00

316.760.000,00
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PROGRAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Keuangan Daerah

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026




e Persentase Penetapan
APBD Provinsi Kepulauan
Riau tepat waktu (%)

e Persentase pelaksanaan
Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah APBD
Kab/Kota dan Evaluasi
Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kab/Kota tepat waktu (%)

e Persentase Realisasi
Anggaran Belanja Urusan
Wajib Pelayanan Dasar (%)

e Persentase Laporan
Keuangan Tepat Waktu (%)

e Persentase Laporan
Keuangan Tepat Waktu (%)

e Persentase Realisasi
Penerimaan Dana Transfer
dibandingkan Target Tahun
Berjalan (%)

Badan Keuangan dan Aset
Daerah

Badan Keuangan dan Aset
Daerah

Badan Keuangan dan Aset
Daerah
Badan Keuangan dan Aset
Daerah
UPT Dana Bergulir

Badan Pendapatan Daerah

100

100

91.96

100

100

92.00

576.568.545.58
3,00

150.000.000,00

390.000.000,00
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PROGRAM PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

Meningkatnya tata kelola aset
daerah

Badan Keuangan dan Aset
Daerah

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

1.540.000.000,0
0




Persentase Penambahan Nilai Aset
Tetap (%)
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PROGRAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH

Meningkatnya upaya ekstensifikasi
dan intensifikasi pendapatan

e Cakupan pembinaan dan
pengawasan pengelolaan
pendapatan (Persentase)

e Persentase pertumbuhan
Realisasi Pajak Daerah (%)

e Persentase Penerapan
Sistem Pengelolaan
Pendapatan Berbasis Digital
(%)

e Persentase Piutang Pajak
Daerah yang tertagih (%)

e Persentase pertumbuhan
Realisasi Pajak Daerah (%)

e Persentase pertumbuhan
Realisasi Pajak Daerah (%)

e Persentase pertumbuhan
Realisasi Pajak Daerah (%)

e Persentase pertumbuhan
Realisasi Pajak Daerah (%)

e Persentase pertumbuhan
Realisasi Pajak Daerah (%)

e Persentase pertumbuhan
Realisasi Pajak Daerah (%)

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah
UPT PPD Batam Centre
UPT PPD Tanjung Pinang
UPT PPD Bintan
UPT PPD Karimun
UPT PPD Lingga

UPT PPD Natuna

100

-3.41

35

27

-2.41

-0.25

-1.83

-0.41

0.38

-.026

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

4.915.000.000,0
0

1.375.000.000,0
0

1.165.000.000,0
0

740.000.000,00

745.000.000,00
480.000.000,00

455.000.000,00




e Persentase pertumbuhan

Realisasi Pajak Daerah (%) UPT PPD Anambas -3.09 420.000.000,00
e Persentase pertumbuhan
Realisasi Pajak Daerah (%) UPT PPD Batu Aji 3.89 640.000.000,00
e Persentase pertumbuhan
Realisasi Pajak Daerah (%) UPT PPD Kijang 4.52 365.000.000,00
e Persentase pertumbuhan
Realisasi Pajak Daerah (%)
UPT PPD Tanjung Batu 4.63 335.000.000,00
KEPEGAWAIAN 23.01854673.587,
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN 20348 873.581,
DAERAH PROVINSI
Meningkatnya kualitas pelayanan
penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang kepegawaian
168 e Nilai SAKIP Perangkat T';F;_IBUD'\J
Daerah (Predikat) Badan Kepegawaian dan A 2026 20.348.473.587
e Indeks Profesionalisme KORPRI ) .56 R
SDM Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan 80.98
(Indeks) KORPRI
e Indeks Kepuasan Badan Kepegawaian dan 86.77
Masyarakat (Indeks) KORPRI Jan-
e Indeks Kepuasan UPTD Penilaian Kompetensi 81.57 Des 480.000.000,0
Masyarakat (Indeks) Pegawai 2026
e Indeks Profesionalisme UPTD Penilaian Kompetensi
SDM Perangkat Daerah Pegawai 82.17

(Indeks)




PROGRAM KEPEGAWAIAN
DAERAH

Meningkatnya Kualitas Layanan
Administrasi Kepegawaian

e Nilai Pengadaan dalam

Badan Kepegawaian dan

Sistem Merit (Nilai) KORPRI 38,50 2'67°'°g°'°°°’°
e Nilai Mutasi dan Rotasi Badan Kepegawaian dan 24.00
berdasarkan sistem merit KORPRI ’ Jan- APBD
169 (Nilai) Des TAHUN
e Persentase Pegawai dengan Badan Kepegawaian dan 98.59 2026 2026
SKP Bernilai Baik (%) KORPRI ’
e Persentase ASN yang tidak
menjalani hukuman disiplin Badan Kepegawaian dan 99 65
sedang dan berat (%) KORPRI ’
e Persentase ASN yang dibina
Karirnya (%) Badan Kepegawaian dan 598
e Persentase ASN yang dinilai KORPRI ’
kompetensi manajerial dan
sosial kultural (%) UPTD Penilaian Kf)mpetensi 18,90 300.000.000,00
Pegawai
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 16.529.626.830,
11
PROGRAM PENUNJANG 12.859.847.067,
URUSAN PEMERINTAHAN Badan Pengembangan Jan- APBD 11
170 | DAERAH PROVINSI Sumber Daya Manusia Des TAHUN
Daerah 2026 2026

Meningkatnya kualitas kinerja
pemerintahan bidang urusan
pendidikan dan pelatihan




e Nilai SAKIP Perangkat BB 12.859.847.067,
Daerah (Predikat) 1
e Indeks Profesionalisme
Sumber Daya Manusia 85,68
Perangkat Daerah (Indeks)
e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks) 91,12
PROGRAM PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya layanan
pengembangan kompetensi dasar,
kader, manaijerial dan fungsional
e Persentase ASN yang
Mendapatkan
Pengembangan Kompetensi 40,72
171 Dasar, Manajerial dan Sadan Pengem bangan Jan- | APBD | 3 669779.763,0
Fungsional (%) umber Daya Manusia Des TAHUN 0
L Daerah 49,57 2026 2026
e Persentase Realisasi
Pendidikan dan Pelatihan
yang Dilaksanakan (%) 23.75
e Persentase ASN yang ’
Memiliki Sertifikasi
Kompetensi (%)
e Persentase ASN yang
mendapatkan 37,82

pengembangan kompetensi
teknis (%)
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PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Meningkatnya Peran Riset dan
Inovasi dalam Mendukung
Pembangunan Daerah

Indeks Inovasi Daerah (lID)
(Indeks)

Persentase Hasil Riset yang
direkomendasikan (%)
Persentase Inovasi yang
dilaporkan (%)

Jumlah Diseminasi Hasil
Kelitbangan (Karya)

Badan Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan Daerah

Inovatif

80

75

20

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

1.270.000.000,0
0

920.000.000,00

920.000.000,00
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PROGRAM RISET DAN INOVASI
DAERAH

Meningkatnya Kebijakan Berbasis
Bukti dalam Perencanaan
Pembangunan

e Persentase Hasil Riset dan

Inovasi yang
direkomendasikan dalam
Dokumen Perencanaan (%)
Persentase naskah
kebijakan berbasis hasil riset
yang direkomendasikan

Badan Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan Daerah

100

100

APBD
TAHUN
2026

350.000.000,00




dalam Dokumen
Perencanaan (%)
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PENGELOLAAN PERBATASAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Meningkatnya kualitas kinerja
pemerintahan di bidang perbatasan

e Nilai SAKIP Perangkat
Daerah (Predikat)

e Indeks Profesionalisme
Sumber Daya Manusia
Perangkat Daerah (Indeks)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

Badan Pengelola Perbatasan
Daerah

83

81.5

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

10.631.223.955,
86

8.431.223.955,8
6

8.431.223.955,8
6
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PROGRAM PENGELOLAAN
PERBATASAN

Meningkatnya pemanfaatan
kawasan perbatasan

e Persentase usulan yang
menjadi rencana aksi
pembangunan kawasan
perbatasan dari Kab/Kota
(%)

e Persentase kawasan
perbatasan yang
dikembangkan sesuai

Badan Pengelola Perbatasan
Daerah

50

42.55

APBD
TAHUN
2026

2.200.000.000,0
0




dengan Rencana Tata
Ruang Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (%)
e Persentase rencana aksi
Pembangunan kawasan
perbatasan yang
dimonitoring (%)

34.48
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PENGELOLAAN PENGHUBUNG

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Meningkatnya Kualitas Layanan
Pemerintahan Bidang Penghubung

e Nilai SAKIP Perangkat
Daerah (Predikat)

e Indeks Profesionalisme
Sumber Daya Manusia
Perangkat Daerah (Indeks)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

Badan Penghubung Daerah

64,92

89

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

13.879.085.026,
06

10.424.559.725,
22

10.424.559.725,
22
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PROGRAM PELAYANAN
PENGHUBUNG

Meningkatnya Kualitas Layanan
Penghubung

e Persentase Hasil
Masyarakat Kepri yang di
layani (%)

Badan Penghubung Daerah

100

100

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

3.454.525.300,8
4




e Persentase Hasil Promosi
Produk Unggulan Provinsi
Kepulauan Riau (%)

e Persentase Hasil Koordinasi
Pusat Daerah (%)

100
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INSPEKTORAT DAERAH

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Meningkatnya Kinerja
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan bidang Pengawasan

e Nilai SAKIP Perangkat
Daerah (Predikat)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

e Indeks Profesionalisme
Sumber Daya Manusia
Perangkat Daerah (Indeks)

Inspektorat

89

85.76

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

46.407.847.383,
35

41.207.400.289,
35

41.207.400.289,
35
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PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN

Menurunnya terjadinya
penyelewengan atau
penyimpangan, baik yang bersifat
anggaran ataupun proses dan
kewenangan

Inspektorat

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

3.223.230.040,0
0




Persentase Perangkat
Daerah yang mendapat Nilai
Sakip BB ke Atas (%)
Persentase Program
Strategis Daerah yang di
lakukan pengawasan (%)
Persentase Pengawasan
Akuntabilitas Pengelolaan
Perencanaan dan Keuangan
Daerah (%)

Persentase Pengawasan
dan Pembinaan yang
dilakukan terhadap
Kabupaten/Kota (%)

88.24

100

100

100
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PROGRAM PERUMUSAN

KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN

DAN ASISTENSI

Meningkatnya Kualitas
pendampingan dan asistensi

e Jumlah Perangkat Daerah
yang mendapatkan Predikat

WBK/WBBM menuju ZI
(Perangkat Daerah)

e Jumlah Rekomendasi
Kebijakan Teknis
Pengawasan yang

dihasilkan (Rekomendasi)

e perangkat daerah yang

dilakukan Monitoring dan

Inspektorat

12

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

1.977.217.054,0
0




Evaluasi Capaian MCP KPK
(Perangkat Daerah)

e Jumlah Perangkat Daerah
yang dilakukan Asistensi
SPIP (Perangkat Daerah)

34
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KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Meningkatnya Kualitas Kinerja
Urusan Kesatuan Bangsa dan
Politik

e Nilai SAKIP Perangkat
Daerah (Predikat)

e Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

e Indeks Profesionalisme
Sumber Daya Manusia
Perangkat Daerah (Indeks)

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

BB

88.56

84.85

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

54.135.815.448,
33

11.989.857.226,
77

11.989.857.226,
77
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PROGRAM PENGUATAN
IDEOLOGI PANCASILA DAN
KARAKTER KEBANGSAAN

Meningkatnya Kesadaran
Masyarakat akan Ideologi
Pancasila dan Karakter

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

3.291.201.000,0
0




Kebangsaan dalam Mewujudkan
Kerukunan Bangsa

e Presentase Potensi Konflik
Antar Suku dan Etnis di
Provinsi Kepulauan Riau
yang Tertangani (%)

e Persentase Masyarakat
yang mendapatkan
Pembinaan Ideologi
Pancasila, Wawasan
Kebangsaan, dan Bela
Negara (%)

100

0,002
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PROGRAM PENINGKATAN
PERAN PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI
PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK

Meningkatnya Etika dan Budaya
Politik Melalui Pendidikan Politik

Persentase Partai Politik yang
melakukan Pendidikan Politik
Masyarakat (%)

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

38.89

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

14.070.933.852,
62
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PROGRAM PEMBERDAYAAN
DAN PENGAWASAN
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

85

Jan-
Des
2026

APBD
TAHUN
2026

3.944.274.173,2
6




Meningkatnya ketertiban
Organisasi Kemasyarakatan

Presentase Ormas/LSM yang
sesuai dengan Peraturan
Perundang undangan (%)

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, DAN

BUDAYA

Meningkatnya ketahanan Ekonomi, | Badan Kesatuan Bangsa dan Jan- APBD 3.604.232.000,0
185 Sosial, dan Budaya Masyarakat Politik 100 Des TAHUN 0

’ 2026 2026

Presentase Potensi Konflik

Ekonomi, Budaya, dan Agama di

Provinsi Kepulauan Riau yang

Tertangani (%)

PROGRAM PENINGKATAN

KEWASPADAAN NASIONAL DAN

PENINGKATAN KUALITAS DAN

FASILITASI PENANGANAN
186 KONFLIK SOSIAL Badan Kesatua_r! Bangsa dan 100 .IJ)aens- T’?AFI,-IBUDr\l 17.235.317.195,

Meningkatnya Penyelesaian Politik 2026 2026 68

Penanganan Konflik Sosial

Presentase Potensi Konflik Sosial
di Daerah yang Tertangani (%)




